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Pengantar

dari Penulis

Buku Sistem Pertindungan Sosial di Indomesia ini digunakan untuk
menuntun mahasiswa  program * pendidikan Diploma IV (D-1V)
Sekolah  Tinggi Kesejahteraan  Sosial (STKS) Bandung serta
mahasiswa Jurusan pekerjaan sosial atau kesejahteraan sosial
lainnya. Bahan ajar ini lebih menyajikan pandusn dan acuan bagi
mahusiswa dalam melatih dan memahami sistem perlindungan sosial
di Indonesia terutama terkait pelaksanann negara kescjahteraan yang
diamanatkan dalam Undang-1 Indang Dasar 1945 hasil revisi.

Metode pemberlajaran yang dilakukan di kelas lebib banyak diskusi
kelompok  dan pembahasan kasus lapangan di bidang pelaksanaan
sistem  perlindungan  sosial terutama  dalam pelaksanaan  Sistem
Jaminan Sosial Nasional (SISN).  Materi ini  untuk pendalaman
konsep dan pemahaman mahasiswa dalam sistem perlindungan sosial,
mahasiswa diharapkan untuk mendalami lebik baik. dalam peraturan

Jan penerapannnya di lapangan.

KNami sampaikan terima kasih yang schesar-besarmya kepada semun
ribak. terutama yang telah membanty penyusunan buku  Sistem
Perlindungan Sosial di ndonesia

Sandung, Agustus 2014
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1. Pengertian Masyarakat

Istilah Communiry menurut Sockanto (1994:162) diartikan
sebagai masyarakat setempat, istilah dimana menunjukkan pada
wargn sebuah desa, kota, suku, atau bangsa. Masyarakat terbentuk
karena adanya hubungan relasi sosial diantara anggotanya yang
menjalin kerjasama dalam mewujudkan tujuan bersama. Menurut
para nhli sosiologi sebagaimana dikemukakan olch Elly & Usman
(2011:35) masyarakat didefinisikan berdasarkan persepsi  yang
berbeda dan berikut uraian definisi dari beberapa pakar sosiologi :

I. Emile Durkheim mendefinisikan masyarakat sebagai kenyataan
objektif individu-individu vang merupakan anggota-anggolanya,

2. Karl Marx melihat masyarakat sebagai struktur yang terdapat
ketegangan sebagai akibat pertentangan amar kelas sosial sebagai
pkibat pembagian nilai-nilai  ekonomi yang tidak merata
didalamnya.



3. ML), Herskovits mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok
individu yang diorganisasikan dan mengikuti suaty cara hidup
terientu.

4. LL.Gillin dan J.P. Gillin memberikan batasan masyarakat sebagai
kelompok yang tersebar dengan perasaan persatuan yang sama.

5. Max Weber mengartikan masyarskat sebagai struktur stau aksi
yang pada pokoknya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai vang
dominan pada warganya,

6. Selo Socmardjan mengartikan masyarukat sebagai orang-orang
yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan

7. Paul B, Hormon mendefinisikan  masvarakat  merupakan
sekumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama cukup
lama. mendiami wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama
dan melakukan schagian besar kegiatan dalam kelompok tersebut,
Disisi lain ia mengatakan masyarakat sdalah organisasi manusia
yang saling berhubungan satu dun lainnya,

Dari berbagai pendapat para ohli sosiologi tersebut dapat
disimpulkan bahwa masyarukat adalah kenyataan objektif individu-
individu di dalam struktur organisasi masyarakat yang di dalamnya
terdapat ketegangan akibat dari perientangan antar kelas sosial namun
mercka memiliki rasa persatuan yang ditentukan oleh harapan dan
nilai-nilai dominan dimana mercka hidup bersama dan menghasilkan
kebudayaan.

Ditinjau dari segi lokalitas Masyarakat menurut Harper dan
Dunham (1966:25) dipandang sebagui ;
Community is viewed as a self-comtained area possesing

distinguishing social caracieristics which set it off from other
areas.

Masynrakat dipandang scbagai doerah mandini vang memiliki
karakteristik sosial dan memicunys berbeda dari dacrah
lainnya.

Sejalan dengan pendapat diatas Sheafor dan Horejsi (2002)
mendefinisikan Masyarakat sebagai berikut ;

[ 3% )



Sistem Perlindungun Soste! ) Indonesia IR

- -

A community Is a group of people who feel @ hond with cach
other because they share an identity, common interest. a sense
of belonging. and usually a common locality

Suatu masyarakat adalah sekclompok orang vang mersakan
adanya suatu keterikatan antara sutu dengan vang lainnya
dikarenukan mercka berasal dari saty identitas, kepentingan
yang sama. satu perasaan, dan biasanya disatu tempat yang
sama.

Disisi lain schagai suatu tempat yang saling bechubungan
menurut Warren dalam Lee (2001) masyarakat adalah:

community is that combination unity social dan system that
performs the major functions having locality refevance

masyarakat adalah kombinasi dari kesatuan dan sistern sosial
yang melaksanakan fungsi utama don memiliki relevansi
dengan lokalitas,

Masih dari sumber yang sama selanjutnya masyarakat digambuarkan
sebagai :
as shared nstiturions and values as interaction of local
people, as distribution of power (needing structire anctlisya)
and as a sociul system.

sebagai institusi bersama dan memiliki nilai-nitai sebagar
wujud interuksi warga lokal. sebagai distribusi dari kekussaan
(membutuhkan analisis werstrukiur) dan schagai suatu sistemn
sosfal.

Begitu  pula  halnya  dengan  Parsons  dalam Hoogvelt
(1995:217) istilah masyarakat (society) menunjuk  kepada sistem
interaksi yang ditandai oleh perumusan kesnggotitan secarn bersama.
dilandasi  oleh orieniasi nilai  bersama  dan memperdihuthun
kemampuan memenuhi kebutuhan sendiri vang relatif tinggi

Berdasarkan dari aps yung dikemukakan olch para ahh
menjelaskan bahwasanys masyarakat merupakan daerah mandiri vimg
memiliki - karsktenistik  sosial  berbedo-beda dipersatukan  dalam
institusi bersama yang memiliki nilai-nilai schagai wujud interaksi



warga lokal dan di dalamnya ada distribusi kekuasaan serta berfungsi
schagal sistem sosial,

2. Masyarakat sebagai Suatu Sistem

Masyarakar sehagai suatu sistem dapat dipandang sehagai
satuan  masyarakat yang besar seperti  masvarakat  pedesaan,
masyarakat perkotsan atau masyarakat Indonesia. Dan disisi lain
muasyarakat dilihat sebagai satuan yang lebih kecil seperti misulnya
keluarga, kelompok, dan organisasi, Menurut Talcott Parsons dalam
Narwoko dan Suyanto (2010 : 124-125) masyarakat harus dipandang
sehagai sebuah sistem (sosial) vang artinys masyarakat harus dilihat
sehagai suatu kescluruban atau totalitas duri bagian-bagian atau
unsur-unsur  yang saling berhubunpan satu sama lain, saling
tergantung. dan berada dalam satu kesatuan. Dari pemyataan Talcott
Parsons tentang masyarakat sebagai suatu sistemy maka Singgih dalam
Narwoko dan Suyanto (2010:124-125) mendefinisikan sebuah sistem
susial sebagai suatu pola interaksi sosial yang terdini dari komponen-
komponen sosial yang teratur dan melembaga (institutionalized),

3. Subsistem: Ekonomi, Politik, Hukum, dan Budava

Apabila musyarakat dipandang sebagai suaty sistem. maka
sistem sosial terscbut dapat dikonstruksikon terditi dari beberupa
subsistem. Menurut Talcort Parsons dalam Narwoko dan Suyanto, ada
4 (cmpat) subsistem yang menjalankan fungsi-fungsi wama didalam
kehidupan hermasyarakat, vang sering disingkat AGIL, yaitu

. Tungsi  adaptasi  (adapration),  fungsi  adapiasi  akan
dilaksanakan oleh subsistem ekonomi,

2. Fungsi pencapaian  tujuan  (gool  amainment), fungsi
pencapaian tujuan akun dilaksanakan oleh subsistem politik,

3. Fungsi integrusi  (ipregration),  fungsi integmasi  akan
dilaksanakan oleh subsistem hukum,

4. Fungsi untuk mempertahankan dan atau menegakkan pola dan
struktur masyarakat (lattent pattern maintenance). Fungsi
uniuk  mempertahankan dan atau mencgakkasn pola dun
struktur masyarakat akan dilaksanakan oleh subsistem budaya.

Subsistem ekonomi berupaya menghasilkan fasilitas-fusilits
atau alat-alat yang digunakan untuk mencapai tujuan sistem dan akan
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Suatu lembaga  kemasyarakatan  yang  bertujuan  untuk

memenuhi kebutuhan-Kebutuhan  pokok manusia, pada dasarnya

mempunyai  beberapa  fungsi  sebugnimana  dikemukakan  oleh
Sockanto (1994:219) yaitu

1.

I

Memberikan  pedoman  pada  anggota-anggots  masyarikat,
bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam
menghadupi  masalah-masalah  dalam  masyarskat  terutama
menyangkut kebutuhan yang bersangkutan,

Menjaga keutuhan dan masyarakat yang bersangkutan

Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan
sistem pengendalian sostal (social-control) vaitu artinya sistem

pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota-
anggotanya.

Lembaga kemasyarnkatan memiliki beberapa ¢if umum

sebagaimana dikemukakan oleh Gillin and Gillin - dalam Sockanto
(1994:230) yaitu ;

a

Suatu lembaga kemasyarakatan adalah suatu organisasi dari pola-
pola pemikiran dan pola-pola perikelakuan yang terwujid
melalui aktifitas kemasyarakatan dan hasil-hasilnya,

Suatu tingkat kekekalan tertenty merupakan ciri dari semun
lembaga kemasyvarakatan,

Lembaga kemasyarakatan mempunyal satu atuu beberapa tujuan
terentu

Lembaga kemusyarakotan mempunyni  alat-alat perlengkapan
yang dipergunakan untuk mencapai tujuan lembaga yang
bersangkutan, seperti misalnya bangunan. peralatan, mesin-mesin
dan lain sebagainya, c

Lambang-lambang binsanya juga merupakan ciri vang Khas dari
lembaga kemusyarakatan.

Suntu lembaga kemasyarakatan mempunyai suatu tradisi yung

tertulis ataupun vang tak tertulis. yang merumuskan tujuannya,
tata tertib yang berlaku dun lain-lain,
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upaya pemenuhan kebutuhan pokok sebagai alat untuk pemenuhan
kebutuhan sosial sedangkan pads masyarakat pedesaan pemenuban
kebutehan  pokok sehagai alst pemenuban  kebutuhan hologis,
Kehidupan  beraguma masyarukat  perkotaan berkurang  bila
dibandingkan dengan pedesaan, orang kot bersifat individualistis,
pembagion  ketjn  dinntary Warga-warga  kota lebih 1egas  dan
mempunyai batas-batas yang nyata berdusarkan keahlian. peluang
pekerjaan  lebih  besar  dan beragam, jalan  fikiran  rusionil
menyebabkan  interaksi yang terjulin Jebih dikarcnakan faktor
kepentingan daripada faktor pribadi, waktu menjadi suaty ha vang
sangat penting, masyarakat kota sangat terbuka terhadap pengarul
luar sehingga menimbulkan pertentangan antarn golongan tua dun
golongan muds dikarennkan golongan muda belum sepenuhnya
terwujud kepribadianva. lebih senang mengikuti pola-pola baru dalam
kehidupan,
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L. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak
saja melibatkan faktor ekonom, tetapi juga sosial, budaya dan politik,
Untuk itu tidaklah mengherankan apabila kesulitan akan timbul ketika
fenomena kemiskinan diobycktifkan dalam bentuk angka-angka,
Dengan kata lain, tidak mudah untuk menentukan berapa rupiah
pendapatan yang harus dimiliki oleh setiap orang agar terhindar dari
poverty line garis batas kemiskinan,

Badan Koordinasi Penanggulangan  Kemiskinan (BKPK)
bekeriasama dengan Lembaga Penclitian SMERU dalam Suharto
12003) menjelaskan beberapa dimensi kemiskinan:



a. Kemiskinan  pada umumnya  didefinisitkan  darni segi
pendapatan  dalam  bentuk uang  ditsmbah  dengan
keuntungan-keuntungan non-material vang diterima oleh
sescorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau
tidak memiliki pedidikan, keadaan keschatan yang buruk,
kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat.

b. Kadang-kadang kemiskinan didefinisikan dari segi kurang
wtau tidak memiliki aset-aset seperti tunah, rumah, peralatan,
uang, emas, kredit dan lain-lain.

¢. Kemiskinan  non-material meliputi  berbagai  macam
kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak. hak
atas rumah tangga. dan kehidupan yang layvak.

Heru Nugroho (1993) mengemukakan bahwa kemiskinan tiduk
saja menyangkut persoulan-persoulun kuantitatif tetapi juga Kualitatif,
Sebab di dalam masyarakat kadang ada orang yang secarn Kuantitatif
atau  obyektif (apabila dihitung pendapatannya dengan rupiah)

berterima kasih pada nasibnya. Hal ini biasanya berknitan dengan
nilai-nilai budaya tertenty seperti nilai arimo. 1akdir, nasib, dan lain

sehagainya.

Saat ini terdapar banyak carm pengukuran kemiskinan dengan
standar yang berbeda-beda, Biro Pusat Statistik (BPS) memberikan
alternatif untuk mengukur garis kemiskinan dengan cara menentukan
berapa besar kalori minimum yang harus dipenuhi oleh setiap orang
dalam sehari-hari yaity sehesar 2100 kalori, Selanjutnya BPS (2012)
menggunakan tolok ukur uang, hatas garis kemiskinan di pedesaan
adalah Rp. 229.226,- dan di perkolaan Rp. 267,408 .- per Kapita per
bulan. Untuk membanty mereka keluar dari kemiskinan. puling tidak
mercka harus memiliki penghasilan di atas ity

Pada whun 197), Sayogyo dalam Heru Nugroho (1995)
mengusulkan cars  mengukur  kemiskinan dengan  pendekutan
kemiskinan  absolut.  Cara yang  dikembangkan  adalah
memperhitungkan  standar  kebutuhas pokok  berdasarkan  atas
kebutuhan beras dan £i7i. Berdasarkan hal tersebut, ada tiga golongan
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orung miskin, ynitu golongan paling miskin vang mempunyai
pendapatan per kapita per tahun beras sehanyak 240 kg atau Kurang,
golongan miskin sekali yang memiliki pendapatan per Kapita per
tahun berus sebanyuk 240 hingga 369 kp. dan lapisan miskin vang
memiliki pendapatan beras per kapita pertahun lebih dari 360 kg
tetapi kurang dari 480 kg.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981,
Kementerian Sosial mengentaskan masyarakat lapisan bawah yang
rentan dan kurang beruntung: yaitu (1) mercka scbagai kelompok
fakir, yuitu orang yang sama sckali tiduk mempunyai sumber mata
pencabarian dan tidak mempunysi kemampuan untuk memenuhi
kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan: (2) kelompok miskin,
vaitu orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak
dapat memenuhi kebutubun pokok yang layak bagi kemanusizan.
(Justika, 1999). Sccarn umum, kebutuban pokok manusia untuk hidup
secara layak minimal mencakup makanan, pakaian dan tempat
tinggal. Sejalan dengan i, konsep fakir miskin dapat dinyatakan
sebagal orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi
kebutuban pokok minimum untuk makan, pakaian dan tempat unggal
(BPS, dan Kemensos, 2004; Suharto, 2003 ),

2. Ciri-Ciri Kemiskinan

Robert Chambers: Jebakan Ketidakberuntungan

Ada beberapa ciri kemiskinan yang dapat dijadikan pedoman
untuk menentukan bahwa sescorang itu miskin, Robert Chambers
(1987) mengungkapkan pemahaman terhadap inti dari masalah
kemiskinan i dari sudut pandangan kelompok miskin itu sendiri.
Chambers (1987) menyimpulkan bahwa inti dari masalah kemiskinan
terletak pada apa yang discbut sebagai deprivation trap sty jebakan
ketidakberuntungan, Selanjutnya. Chambers (1987) mengatakan
bahwa deprivation trap itu werdini dari lima ketidakberuntungan yang
melilit kehidupan Keluarga miskin, Kelima ketidakberuntungan itu
adalah: (1) kemiskinan itu sendiri, (2) kelemahan fisik. (3)
keterasingan, (4)  kerentanan, dan (5) ketidakberdayoan, Lima
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merupakan drh;;::ion trap.

Dari lima jenis ketidakberuntungan ini, Chambers (1987)
menganjurkan agar dua jenis ketidukberuntungan yang dihadapi
keluarga miskin perlu diperhatikan. yakni: (1) kerentanan, dan (2)
ketidak-berdaysan.  Hal ini  disebobkan karena dua  jenis
ketidakberuntungan itu sering menjadi sebab keluarga miskin menjadi
lebih miskin.

Ketidakberuntungan: (1) Kerentanan dan (2) Ketidakberdayuan
(1) Kerenuman:

Kerentanan  menurut  Chambers  dapat  dilihat  dari
ketidakmampuan keluargs miskin untuk menvediakan sesuaty untuk
menghadapi situasi-situasi darurat seperti datangnya bencana alam
atau penyakit yang tiba-tibs menimpa keluargn itu. Kerentanan ini
sering  menimbulkan  proverny  rackers  atay “roda penggerak
kemiskinan™ yang menyebabkan keluargs miskin harus menjual harta
benda yang berharga schingea keluarga ity menjadi semakin dakam
memasuki Jembah kemiskinan, Rumah tangga vang rentan sedikit
sckali memiliki penyonggs untuk  menghadapi  kebutuban yang
mendadak. Kebutuhan kecil schari-hari dipenuhi dari sedikit uang
persediaan, atay dengan mengurangi konsumsi. menukarkan barang
atau dengan meminjam dari kawan, keluarga atan pedagang, bahkan
tenaganya diijonkan dengan harga  seadanya atau dipermainkan
pembeli.

(2) Ketidakberday ann:

Chambers  (1987) mengemukakan  babwa  ada  semacam
hubungan yang nyata dan bampir berulang, antar ketidakberdayaan
dengan kemiskinan. Ini adalah fakt yang jelas dan dikenal. namun
menggehsahkan golongan yang lebih Kuat schingga orang lebih baik
memalingkan  mukanya  dan berbicara  temtang  masalah  lain.
Ketidakberdayaan keluargs miskin tercermin dalam kasus dimana
elite desa yang dengan scenushnyn memfungsikan diri schagai jaring

12
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yvung menjaring bantuan yang sebenamya diperuntukan untuk orang
miskin, Ketidakberdayaan keluarga miskin Juga dimanifestasikan
dalam hal seringnya keluarga miskin ditipu oleh orang yang
mempunyai kekuasaan dalam bidang politik maupun ¢konomi serta
lemahnya keluarga miskin untuk menjalin hubungan kerjasama (o
hargain). Ketidakberdayaan keluarga miskin inipun dapat menjadikan
Keluarga miskin secara cepat menjadi Jebih miskin,

SMERU  dalam  Suharto  (2003) mengemukakan  bahwa
Nemiskinan mempunyai beberapa ciri sehagai berikut:

a. Ketidakmampuan memenubi konsumsi dasar (pangan,
sandang dan papan)

b, Ketindaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya
(keschatan, pendidikan, sanitasi air, dan transportasi ).

¢, Tidak mampu menampilkan peranan sosial, seperti tidak
mampu dalam melaksanakan wnggung jawab mencari
nafkah, scbagai orung wa, dan sebagal  wargs
masyarakat dalam suatu ligkungan komunitas.

d. Tidak adanya jaminan masa depan karena tiduk adanya
investasi untu pendidikan dan keluarga,

¢ Tidak mampu mengatasi masalah-masalah sosial dan
goncangan yang bersifat individual muupun mussal,

Chambers (1997) mengemukukan bohwa ciri  kemiskinan
mencakup hal-hal sebagai berikut;

a. Tidak terpenubinya standar hidup yang lavak. tidak
terpenuhinya akses pelayanan dasar, tidak terpenahiny a
keamaman dan kebebasan dari rasa takut, kesehatan.
tidak terpenuhinya kebutuhan dalam menjalin hubungan
yang baik dengan orang lain,  tidak lerpenulinya
kedamaian hati, cinta, dapat menentukan pilihan, ridak
terpenubinya aktualinsi kreativitas diri,

b. Tidak odanya keamanan dalam mata pencabarian
flivelihood  security).  Dengan tidakadanya  mata
pencabarian maka tidak mencukupi datam persediaan
kebutuhan makanan dan uang, Jaminan  pendapatan
schingga tidak dapat menjongkay pelayanan dasar.



kemiskinan
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tlivelihood. Tidek adanya kemampuan tersehut
dintasi melalui proses belajar, prakick, pelatihan maupun
pendidikan untuk tujuan hidup yang lebih baik di masa
yang akan datang sebagai prasyarat dalam meningkatkan
kesejahteraan.

. tidak adanya keadilan feguiry). Tidak adanya keadilan

tersehut mencakup hak asasi manusia, keadilan gender,

3. Faktor Penyebab Kemiskinan

Fansey dan Ziegley dalam Suharto (2003) mengemukakan
balwa kemiskinan mempunyai tiga penyebab prinsip, yvaing;

a. Human capital defiencies, defisiensi modal manusia

berarti rendahnya kualitas sumber daya manusia, seperti
rendabnya  pengetahuan  dan keterampilan  schingga
menychabkan  mendapatkan  pekerjaan vang rendah
pendapatannya dan rendahnya daya beli;

- Insutlicienr  demand  for  labor. vakni  rendahnya

permintan akan tenaga kerja schinggn meningkatkan
pengangguran, pengangguran menycebabkan orang tiduk
memiliki pendapatan, daya beli rendah, akhirmya tidak
dapat memenuhi Kebutuhan dasar:

Discrimination, adanya perlakuan  berbeda terhadap
golongan tertentu terutama dalam aksesibilitas terhadup
sumber daya - sumber dava dan adanyn dominasi pihak
tertentu terhadap sumber daya tersebut.

1 Luin pibak. Rahardjo ¢1995) mengungkapkan bahwa kondisi

dischabkan  oleh  beberapa  fakior yang  berbeda,

diantaranya adalah;

4

Kesempatan kerja.

Sescorang itu miskin  Karena menganggur, sehingga
tidak memperoleh penghasilan atau kalau bekerja tiduk
penuh. baik dalam ukuran hari, minggu, bulan wau
whun, Apabila orang yang bersangkutan  memperoleh
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pekerjaan dengan upah st gaji yang memadai, maka
orang terschut akan terbebas dar Kemiskinan.

Upah gaji dibawah standar minimum,

Seseorang bisa  memiliki pekerjaan  tertenty,  tetapi
upahnya dibawah standar sementara ity pengeluarannya
cukup tinggi, maka orang tersebut juga tergolong
miskin. Kemiskinan scperti ity bisa distasi dengan
meningkatkan  tingkat  upah, batk  aas  keputusan
perusahaan atau atas Ketetapan pemerintah.

Produktivitas kerja vang rendah.

Lebih dar 60% insiden kemiskinan terdapal di scktor
pertanian. Pada umumnyva kemiskinan & sckior ini
dischbabkan Karenn produkiivites vang masih rendah.
Pengentasan  kemiskinan  dapst  dilukukan  dengan
meningkatkan produktivitas.

Ketiadaan aset.

Di bidang pertanian, kemiskinan teradi karena petani
tidak memiliki lahan atau Kesempatan untuk mengolah
lahan, Di sini ada perbedaan antara pemilikan  dan
penguassan lahan. Petant vang tidak memiliki lahan atag
hanya memiliki lahan sempit belum tentu miskin asalkan
mempunyai  lahan  garopan.  Hamva  saje.  dengan
menyewa atau mensanghup, pendapatan yang diterima
tentu lebih kel dibandingkan dengan pemibik laban.

Diskriminasi.

Kemiskinan bisa juga tenadi harena dishrimimasi seks.
Dari data upah diketahui balwwa penghasilun perempoan
per bulan itu rata-rata 36,0 saja dan penghasilan loki-
laki. Jika itu merupakan tambahun bagi penghasilan
keluarga, maka penghasilan perempaan ikut mengangkat
keluarga dari kemiskinan, Tetapi bagi wanita mandin.
misalnya yang belum kawin atau menjunda, maka hal i
berarti kemiskinan.

.-
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Pendapatan vang rendah bukan hanya discbabkan Karena
rendahnya produktivitas, melainkan Juga karena tekanan
harga. Hal ini terutama berlakupada petani kecil dan
pengrujin dalam industri rumah tangea. Tekanan harga
juga bukan hanya discbabkan karcna mekanisme
perminataan dan penawaran bebas, tetapi juga ditetapkan
oleh pembeli. penimbunan, aturan tata-niaga  dan
berbugai bentuk manipulasi. Akibamnya bisa beruntun.
penerimaan yang rendah, kerugian, terjeral pada utang.
pengijonan, menurunnys gairah produksi. bahkan juga
penghentian produksi.

Penjualan tanah.

Penjualan tansh baik tnah penanian, pertambakan atag
perumahan bisa menimbulkan kejatuhan dan ukhimya
kemiskinan, Pepjualan tanah lainnya bisa dischabkan
Karena harganya yang “baik™ untuk ditukarkan pada
tanah lain dengan lokasi di pinggiran, tetapi juga sehagai
akibat kompensasi pengpusuran. Penjualan tanah ini
bissanya dibargai sangat rendah dan bisa menyebabkan
kemiskinan.
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BABII

PENYANDANG MASALAH
KESEJAHTERAAN SOSIAL

S

L. Pengertian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang Masalah Kesejahtersan Sosial (PMKS) adalah
sescorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang Karena suatu
Sambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi
sosialnya, schingga tidak dapat terpenuhi  kebutuhan  hidupnya
7asmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan,
sesulitan - dan  gangguan tersebut  dapat berupa  kemiskinan,
seterlantaran,  kecacatan, ketunasn  sosial, keterbelakangan,
selerasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang
surang mendukung, seperti terjadinya bencana.
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T Trmwes rvuyanaang Masalah Kesejahteraan Sosial

®. Anuk Terlantar

Adalah anak yang berusia 5-18 tahun karena sebab tertenty,
Orang tuanya tidak dapat melakukan kewajibannys (karena

b. Anak Jalanan

Adalah anak vang berusiy 518 tahun yang menghabiskan
sehagiun waktunya untuk mencari nafkah dan berkeliaran d;
jalunan maupun tempat umpm.

¢ Wanita Rawan Sosial Fkonomi

Adalah scorang wanita dewasa berusia 19-59 tahan belum
menikoh atau janda tidak mempunyai  penghasilun cukup
untuk dapat memenghi kebutuhun pokok sehari-han.

d. Korban Tindak Kekerasan

Wau ndak  semestinyy dalam lingkungan Keluarga  aty
lingkungon sosial terdakwa, Dalam hal jn; termasuk  anak,
wanita dan lanjut usia korban tindak Kekerasan,

[ Penyandaug Cacat

Adalah seseorang  yang mempunyai kelainan fisik maupun
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penyandang cacat fisik, penvandang cacat mental, Dalam hal
int termasuk anah cacut, penvandang cacat eks penyakit
kronis.

f.  Tuna Susila

Adalah sescorang yang melakukan hubungan seksual dengan
sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian
di luar perhawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan
imbalan vang, mater atay jasa.

g, Bekas Warga Binsan Lembaga Kemasyarakatan
(BWBLK)

Adalaly sescorang yang telah selesan atau dalam 3 bulun segera
mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya  sesuai
dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk
menyesugikan dirl kembali dalam kehidupan  masyarakat,
sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan
atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

h. Komunitas Adat Terpencil

Adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam
kesatwan-kesatuan - sosial - keetl  vang  bersifat  fokal dan
terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan
habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang
dlb.mdlng. dengan muasywakat  Indonesia pada  umumnya,
sehingea  memerhukun pcmbcrdnvzum dalam menghadapi
perubahan lingkungan dalam st huas.

i Korban Beneana Alam.

Adalah perorangan. keluarga otan kelompok masyarakat yang
menderita baik secara fistk, meéntal mavpun sosial ckonomi
sehagai  akibat  dari  terjadinga bencana  alam  yang
mensebabkan  mereka mengalami hambatan  dalam
melaksanukan Jugas-tugas kewapbannya. Termasuk  dalam



utven USRS JWmM acaian Korban bencana gempa bumi
bumi tektonik, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir.
gelombang pasang atau tsunami, angin kencang, kekeringan,
dan kebakaran hutan atau lahan, kebakaran pemukiman,
kecelaknan pesawat terbang, kereta api, perahu dan musibah
industri (kecelokaan kerja),

J- Korban Bencana Sosial stau Pengungsi

Adaluh perorangan, keluarga ataw kelompok masyarakat yang
menderita baik secara fisik, mental maupun sosial ckonomi
sebagai ukibat dari terjadinya bencana sosial kerusuhan yang
menyebabkan  mercka mengalami  hambatan  dalom
melaksanakan tugas-tugas kewajibannya.
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I. Kebutuhan Perlindungan Sosial

Manusia dalam hidupnya menghadapi ketidakpastian, baik itu
ketidakpastian spekulatif maupun ketidakpastian murni yang selalu
menimbulkan kerugian. Ketidakpastian ini disebut dengan resiko
IAsikin, 1993), Kebutuhan rasa aman merupakan motif yung kuat
dimana manusia menghadapi sejumlah ketidakpastian yang cukup
besar dalam kehidupan, misalnys untuk memperoleh pekerjaan, dan
untuk memperoleh jaminan kehidupan apabila tertimpa musibah,

Menurut Teori Abraham Maslow, kebutuhan akan rasa aman
merupakan tingkat kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan psikologi
seperti makan, minum, sandang, papan, dan kebutuhan fisiologinya.
Kebutuhan akan rasa aman ini bermacam-macam, salah satunya yakni
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rusa akan aman masa depan (Siagian, 1997). Untuk menghadapi
resiko ini diperlukan alat yang dapat mencegah atau mengurangi
tmbulnya resiko iu yang disebut jaminan sosial,

2. Beberapa Definisi Perlindungan Sosial

Hingga saat ini terdapat berbugai macam definis perlindungan
sosial dan jaminan sosial. Kerngaman ini dipengaruhi oleh kondisi
sosial, ckonomi, dan politik suatu negara. Asian Development Bank
(ADB) menjelasksn bahwa perlindungan  sosial pada  dasarmya
merupakan sekumpulan kebijukan dan program yang dirancang untuk
menurunkan kemiskinan dan Kerentanan melalu upaya peninghatan
dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mercka don
bepcans  dan  kehilangan  pendapatan:  tidak  berarti  bahwa
perlindungan  sosial  merupakan  keseluruhan  dari kegiatan
pembangunan di bidang sosial, bahkan perlindungan sosial tidak
termasuk upaya penurunan resiko (risk reduction). Lebih lanjut
dijelaskan bahwa istilah jaring pengaman sosial (social safety net) dan
jaminan sosial (social security) seringkali  digunakan  sebagai
alternatif istilah perlindungan sosial, akan tetapi istilah vang lebih
sering digunakan di dunia internasional adalsh perlindungan sosial.
ADB membagi perlindungan sosial ke dalam S (lima) elemen, yvait
(1) pasar tenaga Kerja (labor markets); (2) asuransi sosinl (sociol
insurance). (3) bantuan sosial (soclal assitance): (4) skema mikro dan
area-hased untuk perlindungan bagi komunitas scteropat: dan (3)
perlindungan anak (child protection).

Namun, menurut Bank Dunia dalam “World Bunk Socifal
Protection Strategy™, konsep vang digunakan oleh ADB dalam
membagi perlindungan sosial tersebut masih tradisional. Bank Dunia
mendefinisikan perlindungarr sosial sebagai: (1) jejaring pengaman
dan ‘spring board”; (2) investasi pada sumberdaya manusia: (3) upays
menanggulangt pemisahan sosial: (4) berfokus pada penyebab. bukan
pada gejala; dan (5) mempertimbangkan Keadaan yang sebenamsa,
Menanggapt  konsep ADB  dan  Bank  Dunia,  menvejajarkan
perlindungan sosial dengan jejaring  pengaman  bisa  berarti
menyempitkan makna perlindungan sosial itu sendiri.
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Pada sist lain, [LO (2002) dalam “Social Security und Coverage
fur AT, mengemukakan bahwa perlindungan  sosial meripakan
konsep yang luas yang juga mencerminkan pcmln?mu-pcrubolmn
ckonomi dan sosial pada tingkat internasional. Konsep ini termasuk
jaminan sosial (social security) dan skema-skema swasta. Lebih jauh,
dijelaskan bahwa sistem perlindungan sosial bisa dibedakan dalam 3
(tiga) lapis (rier): Lapis (rier) Pertama merupakan jejaring pengaman
sosial yang didanai penub oleh pemerintah: lapis kedua merupakan
shema asuransi sosial yang didanai dari Kontribusi pemben kerja
(employer) dun  pekerja: dan  lapis ketiga merupakan  provisi
suplementari yang dikelola penuh oleh swasta. Dengan demikian bisa
disimpulkan bahwa definisi tersebut berdasarkan kontnibutor dana
dalam tiap skema.

Interpretasi yang agak berbeda diberikan oleh Hans Gsager dan
German Development Institute. Gsager berpendapat bahwa sistem-
sistem  perlindungan  sosial  dimaksudkan  untuk  mendukung
penanggulangan situasi darurat ataupun  kemungkinan terjadinya
headaan darurat. Dia memilab-milah jenis-jenis perlindungan sosial
berdasurkan  pelaksana  pelayanan, yaitu pemerintah.  pemerintah
bersama-sama  dengan  lembaga non  pemerintah, lembaga non-
pemerintaly, dan kelompok masyarakat,

Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), perlindungan sosial
secara tradisional dikenal scbagat konsep yang lebih Tuas dari jaminan
sostal, Jebih luas dari asuransi sosial, dan lebih luas dari jejaning
pengaman sosial. Saat ini perlindungan sosial didefinisikan sebagai
sumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan
menanggulangi  Kerentanan, resiko dan  kemiskinan yang  sudah
mielebihi batas (Conway. de Haan et al.; 2000).

Deutsche Stiftung fur Internationale Entwicklung (DSE) melalui
aiscussion report mengambil  definisi  perlindungan  sosial yang
Jizunakan oleh PBB dalam “United Nations General Assembly on
Sciad Protection”, yaitu sebagai kumpulan kebijakan dan program
semenintah dan swasia yang dibuat dalam rangka menghadupi
~crbagai hal vang menyebabkan hilangnva ataupun berkurangnya
sacarn substunsial - pendapatan/gaji vang  diterima: - memberikan
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bantuan bagi keluarga (dan anak) serta memberikan  lavanan
kesehatan dan permukiman. Sccarn lebih detail dijelaskan bahwa
perlindungan sosial memberikan akses pada upaya pemenuhan
kebutuhan dasar dan hak-hak dasar manusia, termasuh akses pada
pendapatan, kehidupan, pekerjaan, keschatan dun pendidikan, gizi dan
tempat tinggal. Selain itw. perlindungan xosial juga dimaksudkan
sebagai carn untuk menanggulangi  kemiskinan dan  kerentanan
absolut yang dihadapi olch penduduk yang sangat miskin, Dengan
demikian, perlindungan sosisl menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) dapat dibagi menjadi dua sub-kategori vaitu bantuan sosial
(social assistance) dan asuransi sosial (social insurance). Bantuan
sosial merupakan penyaluran sumberdaya kepada kelompok yang
mengalami kesulitan sumber dava: sedungkan asuransi sosial adalah
bentuk jaminan sosial dengan pendanann yang menggunakan prinsip-
prinsip asuransi, Nampaknya definisi inilah yang kemudian diadopsi
dalam penyusunan konsep Sistem Jaminan Sosial Nasional (SISN) di
Indonesia.

Seperti halnya perlindungan sosial, terdapat pula berbagai
macam interpretasi jaminan sosial (social security). 11O (2002)
menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan
yang disediakan dalam suatu masyarakat untuk masyarokat itu sendiri
melalui berbagai upaya dalam menghadapi hesulitan keuangan yang
dapat terfjadi karena kesakitan, kelahiran, pengangguran. kecacatan,
lanjut usia, ataupun kematian. Lebih jouh dijelaskan bohwa jaminan
sosial terdin dan asuransi sosial, bantuan sosial, tunjongan keluarga.
provident funds. dan skema yang diselengearakan oleh emplover
seperti kompensasi dan program komplimenter lainoyva.

Michael von Haufl dalam “The Relevance of Social Secuvity tor
Economic  Development”™ mengutip kesepakatan dart the World
Summit for Social Development di Kopenhugen tahun 1995, bahwa
sistem jaminan sosial merupakan komponen esensial dari perluasan
pembangunan sosial dan dalam upayva menunggulangi kemiskinan,
Lebih rinci, deklarasi summit tersebut antarn lain mencanangkan “fo
develop and implement policies which enxure that all persons enjoy
adequate  economic and  soclal  protection in o the  evemr of
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unemployment, sickness, during motherhood and child-rearing, i the
event of widawhood, disability and in old qge.”

Sclain untuk penanggulangan kemiskinan, jaminan sosial jugn
berfungsi sebagai perlindungan bagi individual datam menghadapi
hondisi kehidupan yang semakin memburuk yang tidak  dapat
ditanggulangi oleh mercka sendini (von Haufl dan de Hoan; 1997),
Barrietos dan Shepherd (2003) menjelaskan bahwa jaminan sosial
lebih sempit dibandingkan perlindungan sosial. Jaminan sosial
amumnya dihubungkan dengan hal-hal yang menvangkut kompensasi
dan program kesejahternan yang lebih bersifat *srrutony schemey”.

Adapun bentuk jaminan sosial vang sudah diselenggarkan
2dalah asuransi sosial yang mencakup asuransi keschatan (Askes dan
Asabn), asuransi kesejahternan sosial (Askesos), tabungan pensiun
+laspen), jaminan sosial tenaga kerja  (Jamsostek):  kebijakon
sctenapnkerjaan  seperti  cuti hamil,  cuti  haid.  tunjangan
aakit kecelakaan yang dibayarkan oleh perusahaan, dan lain-lain.

Pasal 1 angks 1 UU Nomor 40 Talun 2004 Tentang Sistem
“aminan Sosial Nasional mengemukakan bghwa Jaminan Sosial
siilah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh
=akvat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak,
2ada sisi lain, pasal | angka 11 UU Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Seseiahteraan Sosial menyebutkan bahwa Jaminan Sosial sdalah
saema sang melembaga untuk menjamin seluruh rakyval agar dapar
Semenubi kebutuhan dasar hidupoya vang layak. Pasal | angka 2 UL
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
=x=ychutkan bahwa Jaminan Sosinl adalah saloh satu bentuk
de-iindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
=emenuhi kebutuban dusar hidupnya vang layak,

Berdusarkan berbagai definist di ats. jaminan sosial adalah
sac. program yang didanai stau diberikan oleh pemeriniah untuk
memenuhi kebutuhan dasar orang tanpa sumberdaya. Pada umumnya
wx v diarshkan pada mercka vang hidup dalam kemiskinan.
e andang cacal, keluarga kurang mampu dan sebagainya,
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Konseptual jaminan sosial sedikit berbeda dengan proteksi
sosial. Jaminan sosial merupakan bagian dari proteksi sosial. Jaminan
sosial lebih menitikberatkan dalam hubungan kerjs sementara
proteksi sosial lebih Juas yang mencakup seluruh dimensi sosial
ckonomi perlindungan warga mulai dari lahir hinggs meninggal
dunia.

Konsep Negara kesejahteraan lahir dari tradisi pemikiran dan
pergulatan politik di Eropa Barat, tokoh-tokoh seperti Jeremy
Bentham (1748< ]1832), Otto von Bismarck (1850), Sir William
Beveridge (1942) dan T.H.Marshall (1963) memperjuangkan bahwa
Negara wajib menjamin proteksi sosial bagi rakyatnya, Di masa Otto
Von Bismarck selaku Kansolir Jerman | pada tahun 1883,
penyelenggaraan sistem jaminan sosial waktu itu adalah respon atas
terjadinya revolusi industri dengan tujuan untuk mengantisipasi
dampak buruk pasca revolusi industri terhadap kemungkinan
terjadinya risiko hubungan industrial seperti risiko sakit, risiko
kecelakaan kerja, ristko kematian dan risiko hari tua bagi warga
Jerman.
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Implementasi  program asuransi sosial wajib  dilaksanakan
sccara  bertahap, yaitu pada tshun 1883 diberlakukan program
asuransi sosial kesehatan menyusul asuransi sosial kecelaksan kerja
pada twhun 1884 dan ssurunsi sosial kemation. asuransi cacat dan
program hari tua (Subanto, 1997; Spicker, 2002: Purwoko, 2006),
Menurut Bessunt. Watts, Dalton & Smith (2006), ide dasar negars
kescjahteraun beranjak dari abad, kee 18 ketika Jeremy Bentham
mempromosikan gagasan bahwa pemerintah  memiliki tanggung
jawab untuk menjamin the greatest happiness (stau welfare) of the
greatest  number  of  their  citizens.  Bentham 3
istilahe wiilitye (kegunaan) untuk menjelaskan Konsep kebahagiaan
atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip wilitarianisme yang ia
kembangkan, sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagisan eksira
adatah sesuatu yang baik. Schaliknya, sesuatu yang menimbulkan
sakit adalah buruk. Menurutnya, < aksi pemenntah harus selalu
diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang.
Gagasan Bentham mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan
penclitian sosial hagi pengembangan kebijakan sosial membuat i
dikenal sebagai bapak Negara Kescjahteraane (father of welfare
statex). Di Inggris, konsep proteksi sosinl difahami sebagai alternatif
terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena
hanya ditujukan untuk memberi bantuan bagi orang-orang miskin.
Sistem proteksi sosial selayaknya melembaga bagi setiap orang
schagai cerminan dari adanyas hak kewarganegaraan (right of
virizenship) i satu pihak. dan kewajiban negara (stare obligation) di
pihak lain. Proteksi sosial ditujukan untuk menyediakan pelayanan-
pelayanan sosial bagi seluruh penduduk, orang tus dan anak-anak.
prin dan wanita, kaya dan miskin. sebaik dan sedapst mungkin. la
“erupaya  unfuk  mengintegrasikan  sistem sumber  dan
menyclenggarakan jaringan pelayanun yang dapst memelibara dan
meningkatkan Kesejahteraan (welfe being) warga Negara secara adil
2an berkelanjutan (Suharto, Coddy. Thamrin& Moran, 2006; Andi,
Conway & Foster, 2001),

Pengaruh laporan Beveridge (1942) tidak hanya di Inggris.
~elainkan juga menyebar ke negara-negam lain di Eropa dan bahkan
=ogga ke Amerika SerikatS dan kemudian menjadi dasar bagi
aengembangan skema jaminan sosial i negara-negars tersebut,

a7



Sayangnya. sistem ini memiliki kekurangan, Karena berpijuk pada
prnsip dan skema asuransi. 1 tdak dapat mencakup resiko-resiko
yang dihadapi manusia terutama jika mercha tidak mampu membayar
kontribust (premi). Asuransi sosial  gagal  merespon  kebutuhan
kelompok-kelompok khusus. seperti orang cacutl. orang tus tunggal,
serta mercka vang tidak dapar bekerja dan memperoleh pendapatan
dalam jangka waktu lama. Manthat dan pertanggungan asuransi sosial
juga sering koli tidak adekuat. korena jumlabnya kecil dan hanya
mencakup Kebutuhan dasar secara minimal,

Daslam kontehs Kapitalisme. Marshall berargumen bahwa warga
Negara memiliki kewajiban Kolektit' untuk turut memperjuangkan
Kesciahtersan orang luin melalul lembaga yang  disebut negara
(Harris, 1999).  Ketidaksempurmaan  pasar  dalam  menyediakan
pelayanan sosial yung menjadi hak warga Negara teluh menimbulkan
Ketidokadilan, Ketidakadilan pasar hurus dikurangi oleh Negara untuk
menjamin stabilitas sosial dan mengurangi dampak-dampak negatif
kapitalisme. Marshall melihat sistem Negara kescjabtersun sebagai
Kompensasi yang harus dibayar oleh kelas penguasa dan pekerja
untuk  menciptakan  stabilitns xosinl dan memelibara masvarakat
Kapitalis, Pelayanan sosial yang diberikan pada dassrnys merupakan
chspresi material darl hak-hak worgas Negarn  dalam merespon
konsckuensi-konsekuenisi kapitalisme.
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BABVI |
| SISTEM JAMINAN
| SOSIAL NASIONAL
I
7 Pasal 47

Dana jaminan sosial merupakan dana operasional dimana dana
operasional tersebut adalah bagian dari akumulasi iuran jaminan
sosial dan hasil pengembangannya yang dapat digunakan Badan
Penyclenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) untuk membiayai
kegiatan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
Undang-Undang BPJS tudak memberikan pengaturan mengenai
berapa besaran “dana operasional” yang dapat diambil dari
akumulasi iuran jaminan sosial dan hasil pengembangannnya. UU
BPJS tdak juga mendelegasikan pengaturan lebih  lanjut
mengenai hal tersebut kepada peraturan perundang-undangan di
bawsh Undang-undang. “Dana Operasional” yang digunakan olch
BPJS untuk membiayai kegiatan operasional penyelenggaraan
program jaminan sosial tentunya harus cukup pantas jumlahnya
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agar BPIS dapat bekerja sccara optimal. tetapi tdak  boleh
berlebihan apalagi menjudi sepern kota pepatih “lebih besar pasak
daripada tiang” Besaran “dana operasional™  harus dihitung
dengan cermat, mengunakan ratio sang wajir sesust dengan best
pracrice penyelenggaraan program jaminon sosial.  Schingga
diperlukan  kesesuaion  antara dana  yang  dimiliki  dengan
kebutuhan  yang  ada dimasyarakat  yailn  dengan
mempertimbangkan banyak aspek.

Di dalam pasal 47 im terdapat 5 (lima) aspek yvang akan kami Kaji
lebih mendalam. Pertama, Aspek <olvabilitas, vaitu kemampuan
suatu Jembaga untuk memenubi semua kebutuhannya.  Kedfia,
Aspek Kehati-hatian, yvaitu suato aspel yang menvatakon bahwa
dalam menjalankan fungsi dan kegiatan jaminan sosial wajib
menerapkan prinsip kehati-hation dalam rungka melindungi dana
masyarakat yang dipercayakon padanya. Prinsip pengeloluan dana
secara cermal, teliti, aman, dan tertib. Keriga, Aspel keamanan
dana, yaitu suaty aspek dimany dalam pengelolaan dana jaminan
sosial dikelola dan dikembangkan oleh Badan Penvelenggaraan
Jaminan Sosial dan di monitoring oleh suatu badan yang
dinamakan dewan jaminan sosial nusional. Dan vang terakhir
kelima, aspek hasil yang memadai adalal aspek dimana hasil atay
dana jaminan sosial tersebul mencukupi Aebutuhan masyarakat.
Pemerintuh  juga harus memperhatikan  segala  aspek  lebih
medalam agar dalam pelaksansannsa dapat berjulan scsuai dengan
apa yvang diharapkan.

» Pasal 48

Dalam proses menjalankan program jaminon sosial sudah tentu
adn suatu lembaga idenponden yang berwenung dalum mengawasi
proses penyaluran dana tersebut hepada masyarnhatl. Pemerintah
dapat  melakukan tindakan-tindakan  Khusus  guna  menjamin
terpelibaranya ungkat  Kesehatan kevangun Badan Penyelengpora
Jaminan Sosial. Hal ini berguna agar dana jaminan sosial vang
bersifat sensitive ini dapat tersalurkan secars baik dans ampai
Kepada tangan masyarokat. Perlo adanya tindaklanjut terhadap
terjadinya penyelewengan-penyelewengan vang sering terjndi di
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dalam instansi terscbut, schingga skan dilakukan tindukan tegas
dan nyma dari pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut,

» Pasal 49

Di dalam pasal ini berisi tentang pengelolaan dana oleh BPJS,
kewajiban BPJS tersebut berkaitan dengan governance BPIS
schagai badan hukum publik. BPJS harus dikelola sesuai dengan
prinsip-prinsip transparency, accountability and responsihility.
responsiveness, independency, dan fuirness. Ayat-ayat dalam
pasal ini ferutama ayat 3 dan 4 menyangkut kewajiban HIYJS
memberikan informasi. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik memang mewajibkan badan publik
untuk mengumumkan informasi publik yang meliputi informasi
yang berkaitan dengan badan publik, informasi mengenai kegiatan
dan Kinerjn badan publik, informasi mengenai  laporan
keuangan, dan informmasi lain yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Dengan  keterbukaan informasi  1ersebut
diharapkan kedepan BPIS dikelola lebih transparan dan fair,
schingga publik dapat turut mengawasi Kinerja BPIS sebagai
badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada pemangku
kepentingun.

» Pasal 50

Dalam pasal ini Badan Penyelenggaraan Dana Jaminan Sosial
diwajibkan  membentuk  suats  cadangan  teknis  berdasarkan
standar prakick aktuaria yang lazim dan berluku secarn umum,
Prakiek aktuana ini berisi tentang pendanaan dan solvabilitas
diana pensiun. Praktek aktuaria diharuphan dapat member jamingdn
terpeliharanya kesinambungan penghasilun Peserta poda st
pensiun atau Pihok Yang Berhak spabila Peserta meninggal
dunia. Pendanaan Program Pensiun perlu diselenggankan secar
terarah dan terpadu. Dengan adanya  perkembangan keadaan
perekonomian  di  Indonesia dan  perkembangan  pemahaman
terhadap pendanaan Danan Pensiun, Segala ketentuan  umum.
penanggungiawab, pendanaan, laporan dan pemyataan akiuans.
pembayaran, pengaliban dana beserta perubahan program telah
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lebih lanjut dibahas di keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia 310/KMK.06/2002,

Keputusan pemerintah ini merupakan perubahan dan perombakan
dari |.Undang-undong Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3477); 2. Peraturan Pemerintah  Nomor 76 Tahun 1992
tentang Dang Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3507); 3 Keputusan Presiden Nomor
228M Tuhun 2001, Pembentukan UUD ini diharaphan dapat
mengatasi masalah-masalah yang sering terjadi terkait duny
pensiun. Walaupun disana-sini masih banyak kasus vang helum
dopat tersclesaitkan  dengan  sempurna,  Pengaturan  mengenai
pendanaan  dan solvabilitas Dana  Pensiun  sebagaimana  telah
ditctapkan  dalam  Keputusan  Menteri  Keuangan  periu
disempurnakan  sccara  terus menerus. Agar hal ini dapmt
mengatasi segala permasalahn yang terjadi di dalam masyarakat.

» Pasal 51

Dalam  Pengawasan terhadap  pengelolaan  keuangan  Badan
Penyelenggora Jaminan Sosial dilakukan oleh instansi vang
berwenang  sesuai  dengan  persturan  perundangan-undangan,
Istansi vang berwenang dalam proses pengawasan ini yaitu
Dewan  Jaminan  Sosial  Nasional (DJSN). Mengenai  hak
memperoleh  hasil monitoring dan  evaluasi  penvelenggarmunm
program jaminan sosial duri DISN setiap 6 bulan, dimaksudkan
agar BPJS memperoleh umpan  balik  scbagai  baban  untuk
melakukan  tindakan Kdrektif memperbuiki  penyelenggaman
program jaminan sosial. Perbaikan penyelenggaraan program
akan memberikan dampak pada pelayanan yang semakin baik
kepada peserta. Tentunya DISN sendin dituntut tuntuk melakukan
monitoring dan evaluasi secara objektif dan professional untuk
menjamin terselenggomnya program jaminan sosial yang optimal
dan berkelanjutan, termasuk tingkat keschatan kevangan BPJS,
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JAMINAN SOSIAL |
| TENAGA KERJA

(JAMSOSTEK)

Jenis program jaminan sosial tenaga kerja meliputi :

4. Jaminan kesehatan;

b. Jaminan kecelakaan kerja;
¢. Jaminan hari tua;

d. Jaminan pensiun; dan

¢. Jaminan kematian.

1. Jaminan Kesehatan
Pasal 19

(1) Jaminan keschatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan
prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas,
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(2) Jamunan Kesehatan disclengporakan dengan twjuan menjamin agar |
peserta memperoleh  manfan  pemeliboruan keschatan  dar
perlindungan dalam memenubi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 20

(1) Peserta jaminan keschatan adalah setiap orang yang telah
membayar turan atau iurannya dibayar oleh Pemerintah,

(2) Anggota keluargs peserta berhak menerima manfaat Jaminan
kesehatan

(3) Sctiap peserta dapat mengikutsertakan anggota keluarga yang lain
yang menjadi tanggungannya dengan penambaban iuran,

Pasal 21

(1) Kepesertaan jaminan keschatan tetap berlukuy paling lama 6
(enam) bulan scjok  scorang peserta mengalami pemutusan
hubungan kena.

(2) Dalam hal peserta sebagaimany dimaksud pada ayat (1) setelah 6
(enam) bulan belum memperoleh pekerjoan dan tidak mampu.
iurannya dibayar oleh Pemerintah,

(3) Peserta yang mengalami cacat 1otal tetap dan tidak mampu,
turannya dibay ar oleh Pemerintah.

(4) Ketentuan sehagaimana dimaksud pada ayat (1), ayut (2). dan ayat
(3) diatur Jebih lanjut dengan Peraturan Presiden,

Pasal 22

(1) Manfoar jaminan  hesehatan  bersifiat pelavanan  perscorangan
berupa peliayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif,
preventit, kuratif dan rehabititatit, termasuk obat dan bahan medis
habis pakai vang diperlukan.

(2) Untuk jenis pelayanan yang dapst menimbulkan penyalah-gunaan
pelayanan, peserta dikenskun urun biayva,
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*+ Ketentuan mengenai  pelay anan keschatan  day urun biayy
sebagaimana dimoksud pada ayar (1) dan ayar (2) ditur lebih

-+ Manfaat jaminan kesehatan sehagaimana dimaksud dalam Pasal
22 diberikan pada fosilites kisehatan milik Pemerinth atay
swasw vang menjalin Kerjasamy dengan Badan Penyelenggary

Sosial,

2+ Dalam keadaan darura, pelayanan sebagiimang dimaksud pada
avat (1), dapmt diberikan pada fasilitas keschatan vang tidak
menjalin kerja  sama dengan Badan Pcn,\‘clcnggnm Jaminan

= Dalam hal peserty membutuhhan v ur nop di rumah sakiy. maka
helas pelavanan di rumah skt diberikan berdasarkan  kelas
standar,

*+ Ketentuan sebagaimann dimuk g Pada ayar (3) dun ayat (4)
diatur lebih lanjut datam Peruturan Presiden.

2z 24

Besarnyva pembayaran kepady fastlitas Keschatan untuk setiap
wilavah ditetapkan berdasarkan Kesepakatan  antar Badan
Penyelengpary Jaminan Sosinl dan xSt fasilitas keselatan di
Wilayah tersebyt.

<1 Badan Penyelengpary Jaminan Sosil Wajib membayar fasilitas
Kesehatan atas pelavanan vung diberibun Kepada peserta paling
lambat 15 (Jima belas) hari  sejak pertintuan pembayaran
Jiterima,
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(3) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengembangkan sistem
pelayanan kesehatan, sistem kendali mutu pelayanan, dan sistem
pembayaran pelayanan keschatan untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas jaminan Kesehatan,

Pasal 25

Daftar dan harga tertinggi obat-obatan, serta bahan medis habis pakai
yang dijamin oleh Badan Penyclenggarn Jaminan Sosial ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jenis-jenis  pelayanan yang tidak dijamin  Badan Penyclenggarn
Jaminan Sosial akan diatur lebib lanjut dalam Peraturan Presiden.

Pasal 27

(1) Besamya iuran jaminan keschatun untuk peserta penerima upah
ditentukan  berdasarkan  persentase  dari upsh  sampai  batas
tertentu, yang secara bertahap ditanggung bersama oleh pekerja
dan pemberi kerju

(2) Besamya juran jaminan Keschwan untuk peserta yang tidak

menerima upah ditentukan berdasarkan nominal yvang ditinjau
secarn berkala.

(3) Besamya iuran jaminan keschatan untuk penerima bantuan juran
ditentukun berdusarkun nominal yang ditetapkan secarn berkala,

(4) Batas upah schagaimana dimaksud pada ayat (1), ditinjau secara
berkala,

(5) Besamya iuran scbagaimana dimaksod pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3), sertn batas upah schagaimana dimaksud pada ayat (4)
diatur lebih lanjur dalam Peraturan Presiden.

Pasal 28

(1) Pekerja yang memiliki anggota keluwrga lebih dan 3 (lima) orang
dan ingin mengikutsertakan anggotr keluarga yang lain wajib
membayar wmbahon wuran,
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{2) Tambahan iuran sehagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Presiden.

2. Jaminan Kecelakaan Kerja

Pasal 29

(1) Jaminan kecelakaan Kerja  disclenggarakan secara nasional
berdasarkan prinsip asuransi sostal,

(2) Jumuinan  kecelakaon  kerjo  diselenggarakan  dengan  tujuan
menjamin agur peserta memperoleh manfant pelayanan keschatan
dun santunan uang tunai apabila seorang pekerja mengalami
kecclukaan kerja atau menderita penyakit akibar kerja.

PPasal 30

Peserta juminan  kecelakuan  kerja adalah seseorang yang telah
membayar iran

Pasal 31

(1) Peserta yang mengalumi kecelakoan kerja berhak mendapatkan
maniuat berupa pelavanan keschatan sesuai dengan kebutuhan
medisnya dan mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila
terjads cocar total tetap atou meninggal dunia,

12} Manfaat juminan kecelakaan Kerja yang berupa uang tunai
diberikan sehaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal
Jdunio stou peleria yang cacal sesuai dengan tingkat kecacatan,

(3) Untuk jenis-jenis pelayanan tertentu atau kecelakaan tertentu,
pemben kerjo dikenokan wrun biaya.

Pasal 32

Chy Mantin jaminun kecelakaan kega sehagaimuna dimaksud dalam
Pasal 31 gyt (1) diberikan pada fasilitas keschatan milik
Pemerintah atau swasta vang memenuhi syarat dan menjalin kerja
sama dengan Badan Penvelenggara Jaminan Sosial.



(2) Dalam keaduuan darurat, pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat diberikan pada fasilites keschatan vang tidak
menjalin kerja sama  dengan  Badan Penyelenggara  Jaminan
Sosial.

(3) Dalam hal kecelakaan kerja terjodi di suatu daersh yang helum
tersedin fusilitas keschatan yang memenuhi svaral, maka guna
memenuhi kebutuhan medis bagi peserta, Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial wajib memberikan kompensasi.

(4) Dalam hal peserta membuatuhkan rawat inap di rumah sakit, makas
kelas perawatan di rumash sakit diberikan kelas standar,

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnyva manfaat uang tunai, hok
ahli waris, kompensasi, dan pelayanan medis sehagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Persturan
Pemerintah,

Pasal 34
(1) Besamys juran jaminan kecelaknan kerja adalah  sebesar

persentase tertentu dari upah atau penghasilan yang ditsngeuny
seluruhnya oleh pemberi kerja.

(2) Besarnya iuran jaminan kecelakaan kerja untuk peserta yang tidish
menerima upah adaloh jumlah nominal yang ditetaphan secar
berkala oleh Pemerintah,

(3) Besarnya iuran scbagaimang dimaksud pada avat (1) beryvariasi
untuk sctiap kelompok pekerin sesuni dengan risiko lingkungan
kerja .

(#)  Ketentuan schagaimany dimaksud pada ayat (2) dan ayan (3)
dintur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintalh.
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I. Pengertian Program Keluarga Harapan

Dalam  rangka percepatan  penanggulangan  kemiskinan
sekaligus pengembangan kebijakan di bidang perlindungan sosial,
dimulai pada tahun 2007 Pemerintah  melaksanakan Program
Keluarga Harupan (PKH). PKH juga scbagai sarana untuk
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat sangat
miskin, Program serupa ini di negara lain dikenal dengan istilah
Conditional Cash Transfers (CCT) atau Bantuan Tunai Bersyarat.
Pelaksanasn PKH yang berkelanjutan diharapkan dapat mempercepat
pencapaian target MDGs pada whun 201 5, yaitu menurunkan angka
kemiskinan hingga setengahnya dari keadaan tahun 2000,



(RTSM) yang memiliki ibu hamil/menyusui. dan anok usia 0-15
tahun. atau onak usin 13-18 1hun vang belum menyelesaikan
pendidikan dasamya. Tujuon jangka pendek PKH adalah memberikan
fmcome effect melalui  pengurangan  beban pengeluaran RTSM.
Sementara tujuan jangka panjangnya adalah untuk memutus mata
ramtai kemiskinan  RTSM  melalui peningkatan  kualitas
keschatanynutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak (price
effect) sertn memberikan kepastion akan masa depan anak finsurance
eflect) dan mengubah perilaku (helaviour effect) keluarga miskin.

PKH adalah program yvang memberikan bantuan tunai Kepada
RTSM.Schagai imbalannya R1SM diwajibkan memenuhi persvartan
vang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber dayn manusia
melalui aspek pendidikan dan kesehatan Tujuan utama PKH adalah
untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber
daya manusia terutama kelompok masyarakat miskin. Secara khusus.
twjuan PKH adalah schagai berikut: (i) meningkatkan kondisi sosial
ckonomi RTSM: (i) meningkatkan taraf pendidikan  anak-anak
RTSM: (iii) meningkatkan status keschatan dan gizi ibu hamil, ibu
nifas. don anak di bawah 6 tahun dari RTSM. dan V) meningkatkan
akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan keschatan khususnya
bagi RTSM.

RTSM peserta PKH menerima bantuan uang tunai  yang
besamya mulai dari Rp. 660,000 hingga Rp. 2.200,000 untuk selama
6 tahun secury terus menerus. Penentuan pemberian bantuan tunai
bersyarat  selama enam  tahun  ini  berdasarkan pengalaman
pelaksanaun CCT di negara-negar lain di mana dibutuhkan wakiu
selama S0 whun wuk dapat meningkatkan  kualitas  hidupnya.
Dalam  pocds i, dalam setiap  periode tiga twhun  dilakukan
resertifikasi terbadap statos kepesertasn RTSM. Apabila dalam
penade 6 whun mengikuti PKH termyata RISM masih berada di
bawah garis kemiskinan, maka unuk exir straregy PKH memerlukan
hoordinasi  dengan  program-program  lain pada instansi  sektoral
lainnya.

Untuk mendukung PKM. sesuai dengan ketentuan vang berlaku
Kementerian Sosial telah membentuk nit Pengelola PKH (UPPKH)

40



Sixtem Perlindungan Sasial di Indonesis l 2014

‘ang dibentuk di tingkat pusat maupun daerah. UPPKH dilengkapi
Jengan - Sistem  Infomasi Mangjemen PKH  berbasis komputer,
dilengkapi oleh operator IT dengan keahlian SIM-PKH, dan tersedia
Pendamping PKH atau dikenal dengan Pekerja Sosial Pendamping
PRH, vang dirckrut dan masyarakal, Karang taruna.  sarjona
penggerak  pembangunan, dan unsur-unsur dari organisasi  sosial
masyarakat. Pada umumnya, par Pekerja Sosial pendamping PKH
i memiliki latar belakang pendidikin sarjana. bahkan ada beberaps
berkualifikasi sarjana stratg 2, Tugas utama para Pekerja Sosial
Pendamping PKH ini adalah untuk mendampingi RTSM peserta PKH
Jatlam memanfaatkan aksesibilitas terhadap pelayanun pendidikan dan
keschatan,

2. Ketentuan Penerima Bantuan

Penerima bantuan PKH adalgh RTSM yang memiliki anggotu
heluarga yang terdiri dari anak usia 0-15 tahun dan‘atay by
hamil/nifas. Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM vang
telah terpilih sebagai pesenta PKH dan mengikuti ketentuan yang
Jdiatur dalam program. Bantuan harus diterima oleh ibu atau wanita
Jewasa yang mengurus anak pada rumah tangga yang bersangkutan
cdapat nenek, tante/bibi, atau kakak perempuan). Untuk itu, pada
waru kepesertwan PKH akan tercantum  nama ibu'wanita  yang
mengurus anak, bukan kepala rumah tangga.

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persvaratan yang telah
ditersphan PKH. Beberapa kewajibun yang barus dilaksanakan oleh
peserta PKH adalah kewajiban yang berkaitan dengan keschatan, dan
pendidikan.  Kewajiban  yang  berkaitan dengan  Keschatan,
RTSM/RTM yang sudah ditetapkan menjadi peserta PKH diwojibkan
memenuhi  persyaratan  kesehatan vang sudah ditctapkan  dalam
prowkal  pelavanan  keschatan, Adapun KSM  vang  dikenakan
persvaratan keschaten adalah KSM yung memiliki Thy Hamil/Nifas,
anak balita, anak usia 5-7 tahun vang belum masuk pendidikan
Sekolah Dasar. Protokol pelavanan keschatan bagi peserta PKH
terdinn dari:

i. Bagi ibu hamil/nifas, peserta PKH mempunyai kewajiban
sehagai berikut;



a. Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan
kehamilan di fasilitas kesehatan schanyak 4 (empat) kali vait
sekali pada usia kehamilan 3 bulan pertama, sekali pada usin
kehamilan 3 bulan kedua, dua kali pada 3 bulan terkhir. dan
mendapatkan tablet suplemen Fe.

b. Thu melahirkan harus ditolong oleh tenaga keschatan.

¢ Ibu  Nifas  harus  melakukun pemeriksaan/diperiksa
kesehatannya setidaknya 3 (tign) Kali pada mingeu 1, 1V, dan
Vi setelah melubirkan.

2. Bagi peserta PKH mempunyai  anak  balite (0-6  tahun),
mempunyai kewajiban sebagai berikur:

4 Anak usia 0-28 hari (neonatus) harus diperiksy keschatanny
sebanyak 3 kali.

b. Usia 0-11 bulan melakukan tmunisasi komplit (BCG, DPY,
Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat budannyy
secara rutin setiap bulan,

¢. Usia 6-11 bulan melakukan pemberian Vitamin A minimal
sebanyak 2 (dua) kali setahun: Februari dan Agustus),

d. Usia 12-39 bulan mendapatkan imunisasi tambahan  dan
ditimbang berat badannya secara rutin setiap 3 (tiga) bulan,

€. Anak usia 5.6 tahun ditimbang berat badannyva secara rutin
setiap 3 (tiga) bulan untuk dipantay wumbuh hembangnua dan
atau mengikuti  Program  Pendidikan  Anak Usia Dini
(PAUDEarly  Childhood Edweation)  apabila
lokasi/Pasyandu terdekat terdapat fasilitas PALD,

Berkaitan  dengan  pendidihan, peserta PRI diwajibkan
mematuhi persyaratan berkaitan dengan pendidikan jika memiliki
amak  usia  7-15 whun  Anak peserta PKH  tersebut  harus
didaftarkan/terdafiar pada satuan pendidikan (SDMI'SDI B Salativah
Ulw'Paket A mau SMP/M I'SMRB WiSalafiyah  Washa/Paker B
termasuk  SMP/MTs terbuka) dan mengihuti kehodiran di kelas
minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun
ajaran berlangsung. Apabila adi anak yang berusia 346 tahun yang
sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya. maka vang bersangkutan
dikenakan persyaratan pendidikan.
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Jika peserta PKH memiliki anak usia 15-18 twhun yang belum
menyelesaikan  pendidikan  dasar  maka  peserta  diwajibkan
mendaftarkan  anak  tersebut ke satuan  pendidikan  vang
menyelenggarakan  program  Wajib  Belajar 9 tahun/pendidikan
kesetaraun. Apabila anak yang bersangkutan bekerja/pekerja unik
atau telah meninggalkan sckolah dalam waktu yang cukup lama,
maka anak tersebut harus mengikuti program  remedial untuk
mempersiapkannya hembali ke satuan  pendidikan.Dalam rangka
pelaksanaan remedial terscbut satuan pendidikan harus menyediakan
program remedial. Apabila anak yang bersangkutan dengan usia
tersebut di atas masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti
pendidikan  keaksarnan  fungsional i Pusat Kegiatan  Belajar
Masyurakat (PKBM) terdekat.

Calon Peserta PKH yang telah ditetapkan menjadi pesena PKH
dan menandatangani komitmen, jika sustu sant melanggar atau tidak
memenuhi persyaratan yang telah ditetupkan, baik syarat keschatan
maupun syarat pendidikan, maka bantuannya akan dikurangi, dan jika
terus menerus tidak memenuhi komitmennyn, maka peserta tersebut
akan dikeluarkan dani program.

3. Peran Pemberi Pelayanan Keschatan dalam PKH

Program keluargn harapan bidang Keschatan mensyaratkan
peserta PKH (vaitu ibu hamil, ibu nifas dan anok usia < 6 tahun)
melakukan Kunjungan rutin ke berbagai sarana keschatn, Oleh
Karena itu, program ini secara langsung akan mendukung pencapaian
target program Keschatan. Di samping i, PKH juga merupakan
bagian yang tidak terlepaskan dengan program Jaminan Pemeliharaan
Keschatan Bagi Masyarakat Miskin (JPKMM).

Setiap angeota keluargn peserta PKH dapat mengunjungi dun
memanfaatkan berbagai fasilitas keschatan, seperti berikut:

. Puskesmas

Puskesmas diharaphan mampu memberi seluruh paket layanan
heschatan yang menjadi persvaratan bagi peserta PKH Keschatan
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dasar (Khususnyi puskesmas PONED),

- Puskesmas Pembaniu dun Paskesmas Keliling

Puskesmaus pembantu dan Puskesmas keliling, yang merupakan
satelit Puskesmas (dan jika dilengkapi dengan tenaga bidan),
sungat diharapkan dapat memberikan pelayanan Keschatan bagi
ibu hamil don bayi baru luhir,

. Polindes dun Poskedes

Pondok bersalin desa (dikenal dengan sebutan Polindes) biasanya
dilengkapi dengan tenaga bidan desa. Polindes diharapkan mampu
memberikan  pelavanan kesehatan  dasar bagi ibu selama
kehamilan. pertolongan persalinan. dan bagi bayi baru lohir:
maupun pertolongan pertama pada kasus-kasus gawat darurat,

. Posyandu

Posyandu yang dikelols oleh para kader keschatan dengan bantuan
dan supervisi dani Puskesmas. Pustu, serta Bidan dess diharapkan
dapat memberikan pelayanan antenatal, penimbangan bayi, serta
penhyuluhan kesehatun.

. Bidan Prakick

Disamping memberikan pelavanan kesehatan di polindes, bidan
desa vang melakukan praktek di rumah dapat dimanfaatkan oleh
pesertn. PKH Rhususnya  dulam  pemeriksaan by hamil,
memberikan  perolongan  persalinan, maupun  memberikan
pertolongan pertama pada kasus-kasos kegawatdaruratan.

Hak dan Kewajiban Pemberi Pelavanan Keschatan adalah sebagai
berikut: v

Hak Pemberi Pelavanun Keschatan (PPK)

Program ini merupakan  bagian vang tidak terpisahkon dari
program JPKMM, maka kegiatan PKH kesehatan sepenuhnya
diblayai dari sumber program JPKMM/Askeskin di Puskesmas.
Oleh Karena ine hak-hak yang skon diterima oleh PPK sesuai
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dengan apa yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis program JPKMM/Askeskin,

Kewajiban Pemberi Pelayanan Kesehatan
a. Menetapkan jadual kunjungan

Pada whap awal peluksanaan, puskesmas dan posyandu

memiliki peran penting dalam menetapkan jadwal kunjungan

hagi setinp anggota keluarga peserta PKH ke berbagai fasilitas
heschatan, Prosedur penetapan jadwal kunjungan peserta PKH
adalah sebagal berikut:

- Puskesmas akan menerima formulir jadwal kunjungan
peserta PKH keschatan  dari UPPKH  Kecamatan
(Pendamping). Dalam formulir jadwal kunjungan tersebut
sudah  tertulis  nama anggots  keluarga,  jenis
pelayanan/pemeriksaan keschatan yang diwajibkan, status
peluyanan/pemenksaan kesehatan, tanggal dan
nama/tempat pelayanan keschatan.



| ASURANSI !
| KESEJAHTERAAN SOSIAL

Li‘m B N

I. Program Asuransi Kesejahteraan Sosial

Askesos diberikan kepada Kepala Keluarga KSM dengan
mengutamakan Kepala Keluarga KSM. Sebagai svarat untuk menjadi
peseria Askesos, Kepala Keluarga KSM “diwajibkan" untuk
memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Program Askesos.
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Askesos diberikan dalam rangka mengganti pendapatan Kepala
Keluarga KSM vang hilang atau menurun f(income replecement)
karena kepala Keluvargn KSM sebagai pencart nathah utama tndak
dapat bekerja lagi karena mengalami kecelakann kerja. sakit akibat
hubungan Kerja dan meninggal dunia. Selain ity melalui Askesos
diharapkan mampu mempertahankan tinghst  pendapatan  fncome
meintenance) yang ada selama ini. Jika teradi keeclakoan atau
meninggal dunia, peserta Askesos dapat memanfaatkan dana klaim
Askesos memenuhi kebutuhan KSM. Pada sisi lain, klaim Askesos
dapat  dimanfantkan  untuk meningkinkan modal  usaba  (ncome
generating) KSM yang sudah berjalan selama ini. Dengun demikian
Keberlungsungan usaha KSM dalam rangha memenuhi Kebutuhan
keluarga dopat terpenuhi dan Kescjahtersan  semakin  memmgkat
karena adanya investasi modal dalam usaha yang dikembangkan

Dana  klaim  Askesos ndak  digunakan untuk  membiaya
Keschatan keluarga Karena variable ini sudah ditanggung oleh loyanan
kesehatan  melalui  layanan  Jamkesmas  atau  Jamkesda  buyi
masyarakat miskin termasuk pekerja sektor informal. Dana jaminan
Askesos juga tidak digunakan untuk biaya pendidikan karena biaya
pendidikan sudah gratis melalul dana Bantuan Operasional Scekoluh
(BOS) dan bantuan lainnya

Dana jaminan Askesos dimanfuatkan dalam rangka memenuhi
kebutuhan keluargs KSM schari-han sebagoi pengganti pendapatan
karena Kepala Keluarga sebagni pencant natkah wtama mengalami
kecelakaan, Sakit okibat hubungan kerjo atau meninggal dunin
schingga tidak dapat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga
schari-hari.

2. Badan Pengelola Jaminan Sosial Ketenagakerjuan

Sesum amanat UL No 24 whun 2001 wentang BPIS (Badan
Pengelols Jaminan Sosial) pelaksana BPJS ketenagakenaan adulub
PT. Jamsostek Persero  selaku  BUMN  vang  memberikon
pertanggungan terhadap kecelakoan kena terhadap pekena sekior
informal dengan produk Jaminan TKLHK (Tenasgs Kerja Luar



Hubungan Kerja), Oleh karena itu dalam melaksanakan Askesos
melakukan Kerjasama dengan PT, Jamsostek Persero.

a Jaminan Kecelukaan Kerja (JKK)

JKK  merupakan perlindungan bagi kepala keluarga KSM
peseri - Askesos yang  bekerjo pada sektor informal Jika terjudi
kecelakaan pada saar kepala keluargn KSM melakukan aktivitas
sesuai - dengan peketjaannya (profesinya) yang tercantum pady saar
pendaftaran (maksimal 2 pekerjaan), termasuk saar kepala keluarga
KSM berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang kembalj

PT. Jamsostck Persero schagai mitrn kerja  Askesos akan
memberikan  jaminan Kompensast  dan rehabilitasi  bugi kepala
Keluarga KSM peserta Askesos yang mengalami kecelakasn pada 2
jenis pekerjaan yang terdaftar pada sant pendaltaran vang dimulai
berangkat bekerja sampai tiba kembali di rymah atw mendenta
penyakit akibat hubungan kerja.

Rincian  manfuat berdasarkan besamya  juran berdasarkan

kelompok jenis schagai mana tercantum pada iuran, sdalah
sehagai berikut:
I Biaya trunsport (maksimum)

. Darat/sungai/danay Rp., 750.000,-

b. Laut Rp. 1.000.000.- "

¢ Udara Rp. 2.000.000.-

Bila kepala keluaegn KSM peseria Askesos tidak mampu bekerja,
metdapatkan manfant sebesar-

a. Empat (4) bulan pertama, dibayar sebesar 100% upah

b. Empat (4) bulankedua, dibayar 75% x upahsebulan.
¢ Seterusnya. dibayar sebesar 50% x upah sebutan,

" \
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3. Biaya pengobitan atay perawatan. mendapatkan manfant
schesar:
a. Sakit sebesar maksimum Rp. 20,000.000,- dan:
b, Pcrgaminngigitinmnmaksmlumkp. 2.000.000.-
4. Santunan cacat;
. Sebagian- tetap, dibavarsebesar % tabel 1 x 80 bulunupah,
b. Totwl-tetap; a
*  Sckaligus, dibayarschesar 70% x 80 bulanupahsebulun.
*  Berkala (24 bulan) dibayarsebesarRp. 200,000, per
bulun.
* Kurang fungsi. dibavarsebesar © % hurang fungsi x %
tabel x 80 bulan upah sebulan.

5. Biaya rehabilitasi diberikan satu kali untuk setiap Kasus dengan
patokan harga yang ditetapkan oleh Pusat Rehabilitasi RS Umum
Pemerintah dan ditambah 140% dari harga tersebut, serta:

6. Biaya rchabilitasi medis maksimum sebesar Rp. 2,000.000,-

a. Prothese/alar pengganti anggota badan.
b. Alat buntworthose (kursiroda)
7. Penyakit akibat kerja sebanyuk 3 jenis penyakit akibat kerja.

b. Jaminan Kematian (JK)

Santunan kematian kepala kelwirsa KSM peserta Askesos yang
meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris yang meninggnl
dunia bukan Karena kecelakaan kerja dengan statas aktif Santunan
kematian kepala kelurga KSM peserta Askesos. besarnyi manfaat;
a, Sekaligus 60% x K0 bulan upah sebulan.

b. Santunan berkala selama (24 hulan) Rp 200.000.- per bulan.
¢. Biaya pemakamanRp. 2.000.000.-

Jaminan  kemation kepalo keluangn KSM pesenta Askesos
diperuntukkan bogi ahli waris duri peserta Askesos yang meninggal
bukan karena kecelakoan kerjn. Jaminan kematian diperfukan sebagai
upaya meringankan beban keluarga KSM pesertn Askesos baik dalam
bentuk biaya pemakaman maupun santuanan berupauang, Manfaat
bagi keluarga KSM adalah memberikan manfaat kepada keluarga
KSM (sesuai dengan PP No 76 whun 2007). sepertl;  santunan
kematianRp, 10,000,000~ blaya pemakaman Rp 2.000.000.-; dan
suntunan kerja Rp. 2.000.000.-.
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Kepala Kelvarga KSM peserta Askesos berkewajiban  untuk
membayar premi sebagai bukti kepesertann Askesos (Askesos PSI
dari PT. Jamsostek Persero). Premi Kepala Keluarga KSM peserta
Askesos kepada PT. Jamsosick Persero dibayarkan oleh Pemerintah
melalui Kementerian Sosial RI (sesuai amanat UU No 11 Tahun
2009) yang pembayarannya dilakukan sesum  ketentuan  dun
kesepakatan PT. Jamsostek Persero,

Besarnya premi yang harus dibayar olech Kementerian Sosial RI
kepada PT. Jamsostek Persero adulah Rp.8.000.-/bulan atay Rp,
96.000,- per tahun per orang untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
dan Rp. 2.400.- per bulan aiav Rp. 28800, per tahun untuk Jaminan
Kematian (JK). Schingga total premi yang harus dibayar setiap tahun
adalah Rp, 124.800.- untuk | orang Kepala Keluarga KSM peserta
Askesos.
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BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL (BPJS)
KESEHATAN
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I. Dasar Hukum Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Kesehatan

Perintah transformasi kelembagaan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN). Penjelasan
Umum alinea kesepuluh UU SISN menjelaskan bahwa (BPJS) vang
dibentuk oleh UU SISN  adalah  transformasi dari  badan
penyelenggara jaminan sosial yang tengah berjalan dan dimungkinkan
membentuk badan penyelenggara barn,

Transformasi badan penyclenggara diatur lebih rinci dalam
UU Nomor 24 ahun 2011 temang Badan Penyclenggara Jaminan



Sosial (UL BPIS). UU BPJS adalah pelaksanaan Putusan Mahkamah
Konstitusi atas Perkara Nomor 007/PUL-2005.

Penjelasan Umum UU BPJS alinea keempat mengemukakan
bahwa UL BPJS merupakan pelaksanasn Pasal 5 avat (1) dan Pasal
52 UL SISN pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Kedua pasal ini
mengamanatkan pembentukan BPJS dan transformasi kelembagaan
PT ASKES (Persero), PT ASABRI (Perscro), PT JAMSOSTEK
(Persero) dan PT TASPEN (Persero) menjadi BPJS.  Transformasi
kelembagaan ditkuti adanya pengalihan peserta, program. aset dan
linbilitas, serta hak dan kewajiban.

UU SISN dun UU BPJS membert arti kata “transformasi’
schagai perubahan bentuk BUMN Persero yang menyelenggarakan
program juminan sosial, menjadi BPJS, Perubahan bentuk bermakng
perubahan karakieristik badan penyelenggara jaminan sosial sebagsi
penycsuaian atas  perubahan filosofi penyelenggaraan  program
jaminan sosial.  Perubahan Karakteristik berarti perubahan bentuk
badan hukum yang mencakup pendirian. ruang lingkup kerja dan
kewenangan boadun yang sclanjutnya diikuti dengan  perubahan
struktur organisasi, prosedur kena dan budaya organisasi.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero penyelenggara
Jjaminan sosial terdiri dari Perscroan Terbatas (PT), vaitu PT. ASKES,
PT. ASABRI, PT. JAMSOSTEK, PT. TASPEN. Keempatnya adalah
badan hukum privat yang didirikan sesusi ketentuan UL Nomor 19
Tahun 2003 Tentang BUMN dan tatakelolanys tunduk  pada
ketentuan vang diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 1entang
Perseroam [erbatas.

Misi yang dilaksanakan oleh Keempat Persero  terschut
merujuk  pada peraturan  perundangan  yang mengatur  program-
progrum jaminan sosial bagi berbagai kelompok pekerjfa. Walaupun
program-program jaminan sosial vang tengah berlungsung saat ini
diatur dalam peraturan perundangan yang berlainan, keempat Persero
mengemban misi yang sama, yaitu menyelenggamkan  program
Jaminan sosial untuk menggaimbkan semungat kerja para pekeria,
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Program  Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)
disclenggarakan  dengan  pertimbungan  selain untuk  memberikan
hetenangan kena juga karena dianggap mempunyai dampak positif
terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktifitas tenuga
kerja.  Program JAMSOSTEK disclenggarakan untuk memberikan
pecdindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal bagi
tenaga kerju dan keluarganya, seria merupakan penghargaan kepada
tenaga Kerja sang telah menyumbangkan tenaga dan pikirannya
hepada perusahasn tempat mercka bekerjo. Begitu pula dengan
Program ASKES don Program TASPEN, penyclenggaraan kedua
program gaminan sosial bagi pegawai negen sipil adalah insentif yang
bertujuan untuk meninghatkan kegairahan bekerja. Program Asuransi
Angkatan Bersenjota Republik Indonesia (ASABRI) adalah bagian
dari hak prajurit dan anggota Polisi Republik Indonesia (POLRI) atas
penghasilon yang layak. Schaliknya di era Sistem Jaminun Sosial
Nasional  (SISN). Badan  Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
mercpresentasikon Negara dalam mewujudkan hak  konstitusional
warga Negara atas Jaminan sosial dan hak atas penghidupan yang
layak.  Penyelenggaraan  jaminan  sosial  berbasis  kepada  hak
konstitusionnl  setiap orung dan sebagai wujud  tanggung jawab
Negoru sebagaimang diomanatkan dalam UUD Negara Rl Tahun
1945 Pasal 28 H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2). Penyelenggaraun
sistem juminan sosial berdasarkan asas antara lain asas kemanusiaan
vang berkaitan dengan martabat manusia.  BPJS mengemban misi
perlindungan finansial untuk terpenuhinya kehidupan dasar warga
Negary dengan layak. Yang dimaksud dengan kebutuhan dasar hidup
sdalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup lavak, demi
terwujudnya kescjahieraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Transformasi BUMN Persero menjadi BPJS bertujuan untuk
aemenuhi prinsip dang amanat dan prinsip nir laba SJSN. di mana
Zani yang dikumpulkan oleh BPJS adalah dana amanat peserta yang
dikelola oleh BPJS untuk memberikan manfaat schesar-besarnya bagi
posertu.

Penyelenggaraan  program  jaminan  sosial oleh BUMN

ferseroan tdak sesuul dengan filosofi penyelenggarnan program
aminan sosial pases amandemen UUD NRI 1945, Pendinan BUMN

"



Persero antara lain bettujuan untuk memberikan sumbangan pada
perekonomian nasional dun pendapatan negary serta untub mengejar
Keuntungan guna meningkatkan nilaj perusahasn. Tujuan pendirian
BUMN jelas bertentangan dengan tujuan penyelenggarann sistem
Jaminan sosial nasional schagaiman diuraikan di atas.

Keempar BUMN Persero penyelenggar program Jaminan
sosial - PT. ASKES, PT. ASABRL PT. JAMSOSTEK. PI. TASPEN.
adalah empat badan privat yang terdiri dari persekutuan modal dan
bertanggung jawah kepada pemegang saham, Keempainya bertinduk
sesuni dengan Newenangan yang diberikan oleh dan sesuni dengan
keputusan  pemilik saham  yang tergabung  dalym Rupat  Umum
Pemegang Saham (RUPS), Sebagai badun hukum privat, BUMN

umum
keahsahan olch Kementerian Hukum dan HAM. Menteri mendirikan
persero setelah berkonsulyasi dengan Presiden dan setelah dikaji oleh
Menteri Teknis dan Menteri Keuangan, Sebaliknya, pendirian BPIS
oleh penguasa Negara dengan Undungotmdnng. yaitu UL SISN dan
Ui BPIS. Pendirian BPIJS tiduk didaflarkan pada notaris dan tidak
petlu pengabsaban dari lembaga pemerintah,

RUPS adalah organ Persero yang memegang  kekuasaan
tertinggi dalam  Persero dan memegang Wewenang  vang  ridak
diberikan kepada Dircksi atau Komisaris. Transformsi kelembagaan
Jaminan sosial mengeluarkan badan penyelenggars jaminan sosiql
dani tatanan Persero yang berdasar pada kepemilikan sahum dint
kewenangan RUPS, menuju tatanan badan hukam Publik sebayai
pelaksana amanat konstitusi dan peraturan perundangan, Selanjutny a,
perubahan berlanjot padd organisasi badan penvelengpars.  Didasari
pada kondisi bahwy kekayaan ﬁegam dun saham udak dikengl dalam
SISN, maka RUPS tidak dikenal dalam organ BPJS,

Dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanian
tugas  BPIS, sedangknn  Dirceksi berfungsi melaksanakan
penyelengearaun kegiatan operasional  BPJS. Anggott Direhst
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November 2011 sampai dengan 31 Desember 20130 Dalam masa
persiapan. Dewan Komisaris dan Dircksi P10 Askes (Persero) ditugasi
untuk menyinpkan operasional BPJS Keschatn, serta menyiapkan
pengalihan asset dan liabilitas, pegmaai serta hak dan kewajiban PT,
Askes (Persero) ke BPJS Keseschatan,

Penyiapan operasional BPJS Kesehatun mencakup:

Penyusunan sistem dun prosedur operasional BPIS Keschatan

Sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan

Penentuan program jaminan keschatan yang sesual dengan

UL SISN.

Koordinasi  dengan  Kementenan  Kesehutun  untuk

mengalihkan penvelenggarann progrum Jaminan Keschatan

Masyarakat (Jamkesmas)

5, Kordinasi dengan Kemllan, INI dan POLRI]  untuk
mengalihkan penyelenggaraan program pelayanan keschatan
bagi anggota INVPOLRI dan PNS di  lingkungan
KemHan, TNI/POLRI

6. Koordinasi  dengan  PI. Jamsostek  (Persero)  untuk

mengalihkan penyelengearaan program jaminan pemeliburun

kesehatan Jamsostek.

o

=

Penyiapan pengalibun asset dan liabilitas. pegawni serta hak dan
kewajiban PI Askes (Persero) ke BPIS Keschatan. mencakup
penunjukan kantor akuntan pubhik untuk melakukan audit atas;

faporan Keuangan penutup PI Askesi Persero).

laporan posisi keuangan pembukaan BPIS Kes,

laporan posisi kewangan pembukaan dana jaminan keschatan,
v

e

Pada sant BPJS Keschuton mulai beropernsi pada | Januari 2014,
PT Askes (Perscro) dinvatakan bubar wnps hikuidasi. Semun asset
dan liabilitas serta hok dan kewajiban hukum PT Askes (Persero)
menjadi usset dan labilitas sertg hok dan kewajiban hukum BPJS
Keschatan. dan semun pegawai P11 Askes (Persero) menjudi pegawai
BPJS Kesehatan,
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Pada saat yang sama, Menteri BUMN selaku RUPS mengesahkan
laporan  posisi - keuangun penutup PT Askes (Persero) setelah
dilakukan oudit  kantor akuntan publik,  Menteri  Keuangan
mengesahkan laporan posisi kewangan pembuka BPJS Kes dan
laporan Keuangan pembuka dana jaminan keschatan. Untuk pertama
kali, Dewan Komisaris dan Dircksi PT Askes (Persero) diangkat
menjadi Dewan Pengawas dan Dircksi BPJS Keschatan untuk jangka
waktu paling lama 2 wmhun scjak BPJS Kesehatan mulai beroperasi,

Mulai 1 Januari 2014, program-program jaminan keschatan
sosial vang telah diselenggarakan oleh pemerintah dialihkan kepada
BPJS  Kesehatan.  Kementerian  keschatan tidak  lagi
menyelenggarakan program Jamkesmas, Kementerian
Pertahanan, TNI dan POLRI tidak lagi menyelenggarakan program
pelayanan  keschatan  bagi pesertanya,  kecuali untuk  pelayanan
kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya yang
ditentukan dengan Peraturan Pemerintah,  PT Jamsostek (Persero)
tiduk lagi menyelenggarakan program juminan keschatan pekerja.



1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengertian:

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah  program
pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan
biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar
sebagai pelaksana program wajib belajar. Menurut PP 48 Tahun 2008
Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non personalia adalah biaya
untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya tidak
langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana
dan prasarana, uang lembur, trapsportasi, konsumsi, pajak, ssuransi,
dan lain-lain. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan
mvestasi dan personalia yang diperbolehkan dibiayai dengan dana
BOS. Secara detail jenis kegiatan yang boleh dibiayai dari dana BOS
dibahas pada bagian penggunaan dana BOS.

Peraturan yang terkait meliputi: Undang-undang Nemor 20
Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan
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8. Membebaskan scgala jenis biaya pendidikan bagi seluruh
siswn miskin di tingkat pendidikan dasar, baik di madrasah
negeri muupun madrasah swasta

b Membebaskan biaya operasional sekolah bagi selurub siswa
MI negeri dan MTs negeri,

€. Meringankan beban bisva oOperasional sekolah bagi siswa di
madrusah swasta/PPS,

Sasaran ;
Sasaran program BOS udalah semua ML, MTs negen dan
swasta serta Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) Uls dan Wustha
penyelengpara Wajar Dikdas, termasuk MI-MTs Satu Atap (SATAP)
di seluruh Provinsi di  Indonesia yang telah  memiliki  izin
operasional. Ml penerima BOS  adalah lembagn madrusah yang
menyelenggarakan  kegiatan Wagar Dikdas pada pagi hari dan
siswanya tidak terdafiar schagai siswa SD atay SMP.Bagi madrasah
yang menyelenggarakun kegiatun Wajar Dikdas pada sore hari. dapat
menjodi susaran program BOS setelah dilakukan verifikasi oleh Tim
manajemen  BOS Kabupaten/Kota, PPS penerima BOS  adalah
lembaga pondok pesantren vang menyelenggarakan kegiatan Wajar
Dikdas dan santrinya tidak  rerdaftar schagai siswa madrasah anw
siswa sekolah. Batas usia santri PPS yang menjudi sasaran penerima
BOS adaluh maksimal 25 tahun, Besar biaya satuan BOS vang
diterima oleh  mudrasah/ PPS. dihiung  berdasarkan Jumlah siswy
dengan ketentuan:

MEPPS 1y - Rp. S80.000:siswa/tahun

MISPPS Wastha - Rp. 710.000'siswa/tahun

Madrasah Aliyah : Rp. S60.000/viswi/tahun

Pelaksanaan :

Program hantuan operasional sekolah (BOS) adalah program
pererintah pusat memberikun dana ke sekolah-sekolah setingkat SD
dan SMP vang bersedia memenuhi Ketentuan yang telah ditctapkan
dalam persvaratan sebagai penerimis program _sekolah yang dicakup
dalam program ini adalah SDMESDLB/Salafivah setingkar SD dan
SMP/M SSMPLB/Salafiyah setingkat  SMP baik negen  maupun
tabun ajaran (TA) 20052006, Kebijakan ini digulirkannya schagai
program  kompensasi pengurangan  Subsidi Bahan Bakar Minyak

oh
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(PKPS-BBM) untuk pendidikan yang disebut BOS. Penyaluran dana
ini menuai sejumiah masalah karena ketidaksiapan sekolah untuk
mengelola secara baik dan transparan, BOS diberikun kepada semui
siswa dari tingkatan SDAMESDLEB, dan
SMPT/MT/SMPLB Salafivah setara SMP negeri atuupun  swasta,
Sedangkan untuk tingkat SMASMK/MA. diberikan dana BKM bagi
siswa dari kalangan tidak mampusedangkan distobusi diberikan
melalui PT Pos/Bank.yang ditransfer ke rekening kepala sekolah.

Sedangkan dana BKM diberikan dalam bentuk cash (unai)
kepada pihak sekolah atau siswa. Pengucurun dana ini ke sekolah
diragukan karena kemampuan dan pengalaman sekolah mengelola
dana bantuan vang belum matang. Sekolah yang ndak berpengataman
disinyalir perencanaan  atsu  perubshan  techadap APBS  penuh
rekayasa. Mengingat pencairan dana BOS mensyaratkan. bila APBS
sckolah di bawash jumlah dana BOS, maka seholah  harus
menggratiskan  semua  biaya pendidikan, Sebaliknya, bila APBS
sekolah diatas sana BOS, sekolah diperbolehhan mencari dana
tambahan lain dan masyarakat. Hasil studi ini adalah BOS sudub
diketahui masyarokat etapi belum sebagaimana vang dimaksudkan
dalam petunjuk. Peremuan. tetapi pemahaman vang benar dari warga
sckolah belum benar. Isu tentang BOS banyak dimuat i media massa
tetapi pada dasarnya hanva menguraikan kasus-kasus pelaksanaan
BOS. Hanya seholah scbaga pengelola BOS belum cukup erbuka,
belum melibatkan masyvarakat dalum perencansan dan pengelolasan,

Agar pelaksanoan  program  peluksinaan  PKPS-BBM  dan
masyarakat memshami program BOS dengan benar. maka akan
diuraikan definisi tentang Binya Pendidikan dan termimologi program
BOS. Biaya Satsan Pendidikan (BSP) adalah besamyva biayva vang
diperlukan rata-rata tiap tahun. schingga mampu menunjng proses
belajar mengajur sesual dengan  standar  pelayanan  sang  wlah
ditetapkan. Dari cara penggunaannya, BPS dibedakan menjudi BSP
Inventasi dan BSP Operasional.

BSP Inventasi adalah biaya yang dikeluarkan per-siswa per-

tahun untuk menyediakan sumber dova vang tidok habis pakai vang
digunokan dalom waktu lebih dur swtu tahun,  misalmya untok

1



pengadaan wnah, bangunan, buku, ala peruga. media, perabot dan
alat  kantor. Sedangkan BSP tonal  adalaly biaya yang
dikeluarkan per-siswa per-tahun untuk menyediakan sumber daya
pendidikan yang habis pakai yang digunakan saty tahun atsu Kurang.
BSP Opersional mencangkup biaya personil dan biaya non personil,

Biaya personil meliputi biaya untuk kescjahteraan (honor
Kelehihan Jam Mengajar (KIM), Guru Tidak Tetp (GTT) Pegawai
Tidak Tewp (PTT). uang lembur dan pengembangan profesi pury
(pendidikan dan latihan  diklat guru), Musyawarah Gury Mata
Pelajaran (MGMP) Musyawarah Kerja Kepels Scholah (MKKS),
Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS). Kelompok Kerja Gury
(KKG), dan lain-lain. Biaya non personil adalah biaya  untuk

Bantuan Operasioanal Sckolah (BOS) yang dimaksud dalam
PKPS-BBM Bidang Pendidik secari konsep mencankup komponen
untuk biaya operasional non personil hasil studi Badan Penelitian dan
Pengembangan Departernen  Pendidikan Nasional (BALITBANG
DEPDIKNAS ). Namun karena Biya satugn yang digunakan adalah
rata-rats  nasional, maka penggunman BOS  dimungkinkan  untuk

maka biaya investasi sekolah dan Kesojuhteraan guru harus dihiayni.
dari sumber lainnya dengan prioritas utama dari sumber pemerintuh
doerah,

Kelebihan dun Kekurangan BOS -

A. Keuntungan dan Manfaat Dana BOS
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Kemungkinan  terlaksananya program pemecrintah wajar 9
tahun yang bermuty

Terlaksananya program pemerataan dan perluasan  akses,
program peningkotan mutw, relevansi dan daya saing, seria
program tats kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
Seluruh siswa SD negeri dan SMP negeri bebas dari pungutan
terhadap biaya operasi sekoluh, kecuali pada rintisun sekolah
bertaral  internasional  (RSBI)  dan  sekolah bertaral
mternasional (S131)

duk ada siswa miskin putus sekolah karena tidak
membayar juran/pungutan vang dilakukan oleh sekolah

Tidak ada tamatan SD/seturn. tidak dapat melanjutkan ke
SMP/setara. Atau untuk kedepannya tidok ada lagi pendidikan
terakhir anak Indonesia hanya tamatan SD

Meningkatnys  pemberdayaan  sekolal dalam  rangka
petingkatan akses, mutu dan manajemen sekolah

Pembiaynan seluruh Kegiatan di sekolah yang berhubungan
dengan proses pembelajaran dan vang mendukungnya dapat
terpenuhi

Meringankan beban biava operusi sckolah bagi siswa di
scholah swasty

- Kemungkinan Kelemahan dan Kerugian Dana BOS

Seluin manfun dan keuntungan yang diperoleh dari
dans  BOS,  terdapat kemungkinan  kelemahan  dan
hekurangannya. Penvebab utama dari kerugian dan kelemahan
ini dapat terjudi harena kelalaian dan kurangnya/lemahnya
penganasan dan twnggung jawasb masing-masing pihak. Di
bawah ini adatab rincianny o

Pemenntah dan perencana kebyjakan APBN harus “pusing”
memikirkan dan menvediakan pengalokasian dana BOS yang
20% dari keseluruhan APBN.

Ajang baru untuk mengembangkan tradisi nasional korupsi
bagi kepala sekolah dan pengurus BOS yvang nakal. Misalnya
markup dan biayva untuk hal-hal yang difiktifkan,
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e Tambahan tugas ekstra bagi kepala sckolah dan guru yung
dihunjuk/diptlih sebagai pegurus BOS. Tapi ada “honornya™
kok. jadi nidak akan menjadi beban yang memberatkan.

o Kemungkinan munculnya profesi ganda (PNS-businesman)
oknum pegawai UPTD/dinas pendidikan yang nakal, Biasanyva
mengatasnamakan  kedinasan  dalam membuat  kesepakatan
ogar pihak sckolah order barangfasa keperluan  sekolabh
melalui mereka dengan harga yang terbilang tidak murah,

o Kemungkinan prestasi belajar siswa menurun, Kok bisa?!
Sebelum ada dans BOS, siswa dipunguti biaya untuk biaya
operasional sckolah. Karenan uang tersebut adalah  hasil
keringat orang tuanya maka siswa diwanti-wanti untuk belajar
bersungguh-sungguh. Setiap malam orang tuanys memastikan
siswa mengulang pelajaronnya di rumah. Setelah ada dana
BOS? Perlahan-lahan berubah.

e Siswa tidak merasa “memuliki” buku-buku dan penunjang
pelajarnn lainnya di sekolah, karens diberikan secara gratis.
Ini terlihat dari cepat rusaknya barang-barang terscbut
sebelum tahun pelajaran berakhir, bahkan ada yang hilang.

e Minimnya sosialisasi secara offline membuat  masyarakut
masih banyak yang bingung tentang dana BOS,

o Meneruskan poin 7 di otas: Karena masih banyvak  yang
bingung. maka trunsparansi danaBOS yang diharapkan tesjudi
tidak akan terwujud.

o Perdu ditegaskan kembali bahwa kemungkinan ierjadinya
kKelemahan/kerugian atas adunya dana BOS adalah Karena
helalaian, kurangnya/lemahnya pengawasan dan tanggung
Jawab masing-masing pihak.

2. Bantuun Siswa Miskin (BSM) '

Meski dapa Bantuan Operasional Sckolah (BOS) dibarapkan
dapat meningkatkan jumlah keikutsertaan peserta didik, tetapr masih
banyak annk — anak vang tidak dapat bersckolah. putus sekolah dan
tidak dapat melanjutkan pendidikan mercka ke jenjang pendidikan
benkutnya. Salah  satu penyebab hal terscbut adalah  kesulitan
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Di jenjang pendidikan tinggi, program beasiswabagi anak
kurang mampu juga digulickan pemerintahdengan nama bantuan
belujur mahasiswa miskinber-IPK 2.5, danbeasiswa bidik misi. Bidik
misibertujuan untuk meningkatkan okses dan kesempatanbelajar di
perguruan tinggi bagi peserta didik  vangberpotensi  akademik
memadai dan kurang mampusecara  ckonomi. Besarmya  anggaran
untuk beasiswamiskin diberbagai jenjang dapat dilihat pada Tabel
dibawah ini.

Ada berapa “jalur” penyaluran BSM dun dari mana sumber
pembigysannya? BSM terdiri dari 2 macam, vaitu BSM vang distur
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudaysan dan BSM vang diatur
oleh Kementerian Agama BSM vang dikelola oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari Bantuan Siswa Miskin
(BSM) dan Beasiswa Bakat dan Prestasi, sementura BSM yvang
dikelola oleh Kementerian Agama disebut sebagui Bantuan Beasiswa
Siswa Miskin (disatukan pengelolaannys antarn bantuan  dengan
beasiswa),

Sumber dana semua  bantuan ini adalah  dari APBN
Alokusinya tertuang dalam DIPA di lingkup Kementerian Pendidikun
dan Kebudayaan serta DIPA Kementerian Agama.

Siapa pencrimy BSM dan Bea Siswa Bakat dan Prestasi?
Penerima dana BSM yang dikelola oleh Kementerian Pendidihan dan
Kebudayaun adalah siswa miskin pada Sckolah Dasar (SDY, Scholah
Mcnengah Pertama (SMP), Sckolah Menengah Aws (SMA) atau
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang telah memenuhi kriteria
sesuni pedoman/petunjuk tehnis vang dikeluarkan oleh Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaun.

Sasaran  penerima BSM  tahun 2012 di  Kememerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) adalah sebagai berikut:

Tingkat Sckolah Dasar (SD) 13,530,305 siswa
Tingka Sckolah Menengah Pertam (SMP) 1295450 siswa
Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) CS03200 giswa

Tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) @ 617576 siswu
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Penerima dana Beasiswa Bakat dan Prestasi adalah siswa yang
memiliki prestsi di bidang akademik/mon-akademik pada SD, SMP,
SMA  atau  SMK  yang telsh  memenuhi  Kriteria  sesuai
pedoman/petunjuk  teknis yang  dikeluarkan oleh  Kementerian
Pendidikan dan Kebudaysan,

Sasaran Beasiswa Miskin dgn Berprestasi yang dikelola oleh
Kementerian Agama adalsh siswa di Madrassh Ibtidaivah (M),
Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) Negeri dan
Swasta di seluruh provinsi di Indonesia yang berasal dari keluarga
hurang mampu/miskin vang dibitung berdasarkan proporsi populasi
murid di masing-masing kabupaten‘kots dengan perincian sebagai
berikut:

Madrasah Ibtidaiyah @ 750.000 siswa
Madrasah Tsanawivah : 600,000 siswa
Madrasah Aliyah 400,000 siswa

Pencrima BSM ditentukan berdasarkan basis data terpadu
PPLS 2011. Apa saja kriteria dasar penentuan pencrima BSM?
Penerima BSM untuk Sekolah Dasar’SD adalah siswa SD kelas 1-6 di
=2 dani keluarga miskin yang orang tuamya  tidak  mampu
membiayai pendidikan, dibukiikan dengan surat keterangan Kepala
Scholah dengan kriteria
o Memiliki tingkat kehadiran 75% di sekolah
*  Memiliki kepribadian terpuji: rajin & disiplin, tant aturan &
tata tertib, santun, tidak merokok/narkoba.
Penerima BSM untuk Sekolah Menengah Pertama/SMP adalah siswa
miskin yong memenuhi sckurang kurangnys satu dari  kriteria
sehagai berikut:
®  Orang wa siswa terdaftar schagai pesertn PKH
o Memiliki kartu miskin
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